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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian 
penerapan implementasi dan perlakuan akuntansi ar-rahn di BMT Syariah Islam 
Mandiri apakah sudah sesuai dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN-MUI No. 
25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data 
sekunder. 
 Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi sedangkan data 
primer diperoleh dari dokumentasi dan catatan-catatan penelitian. Teknik yang 
digunakan penulis yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selanjutnya data 
yang diperoleh dilakukan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, 
menyajikan data dan menarik kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan di BMT Syariah Islam 
Mandiri sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. 
Sedangkan untuk perlakuan PSAK 107 masih ada perbedaan dalam 
pengungkapannya dikarenakan BMT Syariah Islam Mandiri tidak melakukan 
pengungkapan dalam laporan keuangannya. 
 
Kata kunci : Ar-rahn, PSAK 107 and Fatwa DSN MUI 
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ABSTRACT 
 
This research aims to identitify and analizy the implementation of ar-rahn 
in BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali whether it is in accordance with PSAK 107 
and Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. This research includes is 
qualitative research with descriptive approach.  
This research used primary data and secondary data primary data are 
obtained through interview and observation. Meanwhile secondary data are consist 
of financial statement and photos. Analysistehnic data after obtaining observation 
data by data reduction, data display and verifying.  
The result showed that the accounting implementation in BMT Syariah 
Islam Mandiri is in accordance with Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. 
Whereas accounting treatment of PSAK 107 there was ain accordence of a financial 
statement disclosure, because BMT Syariah Islam Mandiri didn’t recording 
account related rahn transaction in balance sheet. 
 
Keyword : Ar-rahn, PSAK 107 and fatwa DSN MUI 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Sistem keuangan syariah sudah cukup lama diterapkan di Indonesia. 
Masyarakat sudah tidak asing lagi dengan lembaga keuangan yang berbasis 
syariah. Salah satu lembaga keuangan syariah yang sudah banyak dikenal 
masyarakat adalah Baitul Maal Wat Tamwil atau lebih dikenal dengan BMT. 
Selain itu juga sering disebut sebagai KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam 
Pembiayaan Syariah). Lahirnya BMT didasarkan pada banyaknya praktik riba 
yang ada di lembaga keuangan Konvensional (Ilmi, 2002:1). Untuk menghindari 
praktik riba tersebut, dalam kegiatan usahanya BMT berlandaskan pada prinsip-
prinsip syariah (Soemitra, 2016:48).  
Pertumbuhan BMT di Indonesia dari tahun ke tahun cukup signifikan hal 
ini dibuktikan dengan terdapat 4.500 BMT pada tahun 2015 berdasarkan data 
PBMT (PT Permodalan BMT Ventura). Selain itu dilihat dari data Kementerian 
Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia terdapat  150.223 unit 
usaha berbentuk koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah. Dari 
jumlah tersebut terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum KSPPS 
(www.depkop.go.id). 
Baitul Maal Wat Tamwil memiliki peranan yang sangat penting dalam 
perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan BMT merupakan lembaga keuangan 
yang memberikan kemudahan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah, 
Unit usaha kecil dan menengah dalam memperoleh dana guna pengembangan 
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usahanya. Hal ini merupakan salah satu peran BMT dalam pemberdayaan dan 
mensejahterahkan masyarakat (Ridwan, 2013:14). 
Sebagai lembaga keuangan yang mudah di akses oleh masyarakat kecil 
BMT mempunyai dua tujuan yaitu sebagai usaha profit oriented dan non profit 
oriented (Sumiyanto, 2008:15). Dalam usaha non profit oriented, BMT 
melakukan fungsi sebagai penyalur dana zakat, infak dan shodaqoh. Dalam usaha 
profit oriented BMT mengeluarkan berbagai macam produk pembiayaan, salah 
satunya pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah).  
Menurut survei pendahuluan peneliti dengan Manajer BMT Syariah Islam 
Mandiri, jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya seperti 
bank syariah, pembiayaan ar-rahn di BMT lebih diminati oleh masyarakat karena 
selain prosedurnya yang mudah, syarat-syarat yang diajukan untuk pembiayaan 
juga sangat mudah dan tidak membebani calon nasabah. Hal ini menjadi salah 
satu daya tarik tersendiri untuk produk pembiayaan ar-rahn di BMT. Purnomo, 
dkk (2013:9) menyebutkan bahwa pembiayaan yang ada di BMT proses transaksi 
lebih cepat. Selain itu jika masa pinjaman sudah selesai maka dapat diperpanjang 
tanpa dikenakan denda. 
Perbedaan pembiayaan ar-rahn (gadai syariah) yang ada di BMT atau 
lembaga keuangan syariah dengan gadai lembaga keuangan konvensional lainnya 
adalah mengenai riba atau pengambilan nilai lebih dari nilai pinjaman. Riba dalam 
lembaga keuangan syariah sangat dilarang dan diharamkan (Anshori, 2011).  
Selain itu di Indonesia sendiri akad Ar-Rahn sudah di akui oleh MUI dengan 
dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 
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mengenai Rahn dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn Emas sebagai 
landasan hukumnya (Anshori,2011).  
Sedangkan dalam pencatatan akuntansinya berdasarkan Surat Edaran Bank 
Indonesia No. 14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 perihal akad Qardh beragunan 
emas, akad yang digunakan dalam gadai ada tiga. Ketiga akad tersebut yaitu akad 
Qardh, yang digunakan sebagai pengikat jaminan yang disediakan oleh Bank. 
Akad Rahn sebagai emas atau barang berharga lain yang digunakan untuk jaminan 
dari peminjaman uang. Akad ijarah sebagai akad untuk perhitungan biaya 
penyimpanan, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan (www.bi.go.id). 
Surat Edaran Bank Indonesia tersebut dikeluarkan karena tidak adanya 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersendiri yang mengatur tentang Rahn     
(Gadai Syariah).Untuk menyeragamkan pencatatan akuntansi antara Bank Syariah 
dan Unit Usaha Syariah yang melakukan kegiatan gadai maka sesuai dengan Surat 
Edaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs tanggal 29 Februari 2012 akad yang 
digunakan adalah Ijarah.  
Pencatatan akuntansi yang baik perlu diterapkan oleh setiap lembaga 
keuangan. Terlebih lagi untuk lembaga keuangan syariah. Hal ini dilakukan untuk 
transparasi dana dan pencegahan riba. Jika sebelumnya Ikatan Akuntan Indonesia 
menetapkan PSAK 59 sebagai dasar dari penyusunan laporan keuangan untuk 
bank syariah maka, PSAK tersebut secara resmi telah dicabut karena dianggap 
sudah tidak sesuai dengan regulasi perbankan syariah saat ini (ED PSAK 
59:2016). 
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Adanya pencabutan PSAK tersebut maka diperlukannya standar akuntansi 
baru yang lebih terperinci. Oleh karena itu IAI merumuskan standar akuntansi 
keuangan syariah. Dimana standar ini hanya menjelaskan mengenai transaksi 
yang menggunakan akad syariah. Setiap akad dalam transaksi syariah memiliki 
PSAK tersendiri. Soemitra, (2009:67) menyebutkan bahwa akad rahn tidak bisa 
berdiri sendiri oleh karena itu diperlukannya akad pendamping dalam 
transaksinya. Akad pendamping yang digunakan adalah akad ijarah dengan 
penggunakan PSAK 107 sebagai standar akuntansinya. 
Pencatatan akuntansi dengan PSAK 107 ini bertujuan untuk membuat 
laporan keuangan yang akurat, andal dan relevan. Dengan adanya laporan 
keuangan yang dibuat oleh para manajemen perusahaan sesuai dengan standar 
yang berlaku, diharapkan laporan keuangan tersebut dapat dijadikan patokan bagi 
para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sehingga dengan 
adanya pencatatan akuntansi yang benar maka dapat dijadikan acuan 
dalamperencanaan perusahaan di masa depan (Handayani, 2012). 
Menurut Priliana (2015) pada realitanya banyak lembaga keuangan syariah 
yang menerapkan pembiayaan ar-rahn belum sepenuhnya menerapkan Fatwa 
DSN-MUI sebagai dasar hukum, dan PSAK 107 tentang ijarah sebagai pedoman 
pencatatan akuntansinya. Setiap Lembaga keuangan memiliki mekanisme 
pencatatan ijarah yang berbeda-beda. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa 
masih banyak praktik riba yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.  
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Besarnya minat masyarakat mengenai produk pembiayaan ar-rahn, 
membuat peluang untuk lembaga keuangan syariah berlomba-lomba menawarkan 
produk rahn. Seperti halnya BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali yang 
menawarkan pembiayaan rahn. Menurut Manajer BMT Syariah Islam Mandiri hal 
ini tidak langsung dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Masih banyak 
masyarakat yang masih ragu bahkan tidak percaya bahwa akad yang digunakan 
sudah sesuai dengan prinsip syariah. Masyarakat beranggapan bahwa semua 
lembaga keuangan konvensional maupun syariah tersebut masih memungut riba 
dalam transaksinya. 
Sebagai lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam pembiayaan 
rahn, maka dalam kegiatan operasionalnya perlu dipantau agar tidak terjadi 
penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai hukum pembiayaan rahn 
(gadai syariah). Hal ini dikarenakan jika BMT melakukan tindak kecurangan 
maka dapat mencoreng nama BMT dimata masyarakat. 
Selain itu dengan adanya pengawasan kepada lembaga keuangan Baitul 
Maal Wat Tamwil diharapkan lembaga keuangan mikro tersebut benar-benar 
menerapkan prinsip syariah. Dengan demikian masyarakat yang sudah 
menggunakan produk rahn pada BMT Syariah Islam Mandiri semakin yakin dan 
mantap menggunakan produk tersebut. Selain itu masyarakat yang belum 
menggunakan dapat tertarik dan mau menggunakan produk gadai tersebut. 
Penelitian ini juga berawal dari penelitian sebelumnya yang menyatakan 
bahwa adanya perbedaan penemuan mengenai penerapan Fatwa DSN MUI dan 
penerapan PSAK 107 dalam pencatatan akuntansinya. Penelitian Putri (2013), 
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menyebutkan bahwa pembiayaan gadai yang ada di BSM tersebut sudah sesuai 
dengan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI. Sedangkan penelitian Afdhila (2014) 
menyatakan bahwa secara garis besar konsep pembiayaan Ar-Rahn sudah sesuai 
dengan Fatwa DSN MUI. Namun masih ada aspek yang harus disesuaikan seperti 
penentuan tarif ujroh. Dan untuk perlakuan akuntansinya juga sudah sesuai 
menggunakan PSAK 107. 
Jika dilihat lembaga keuangan yang besar saja belum sepenuhya 
menerapkan fatwa dan PSAK tersebut, bagaimana dengan lembaga keuangan 
mikro Baitul Maal Wat Tamwil. Sedangkan BMT merupakan salah satu lembaga 
yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil. Maka dari hal tersebut penerapan 
fatwa dan PSAK sangatlah penting untuk lembaga keuangan syariah. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas. Peneliti tertarik untuk 
mengetahui lebih mendalam lagi mengenai penerapan fatwa dan perlakuan 
akuntansi pembiayaan gadai syariah yang dilakukan oleh BMT Syariah Islam 
Mandiri Boyolali. Maka tema yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah 
“Analisis Implementasi dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ar-Rahn 
(Studi Pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali)”.  
 
1.2. Identifikasi Masalah 
Dari pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
1. Berdasarkan survei pendahuluan BMT Syariah Islam Mandiri adalah lembaga 
keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan ar-rahn, akan tetapi masih 
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banyak masyarakat yang meragukan apakah pembiayaan ar-rahn yang 
diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan syariah.  
2. Adanya beberapa lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan 
ar-rahn berdasarkan penelitian belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN 
MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 sebagai dasar hukumnya dan PSAK 107 
sebagai pencatatan akuntansinya. 
 
1.3. Batasan Masalah  
Batasan masalah ini dibuat agar peneliti tidak menyimpang terlalu jauh 
dari tujuan penelitian. Batasan masalah penelitian ini adalah:  
1. Penelitian ini dilakukan pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali. 
2. Aspek yang diteliti mengenai penerapan pembiayaan rahn berdasarkan 
Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Serta perlakuan akuntansi 
pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107. 
 
1.4. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana implementasi akad pembiayaan ar-rahn berdasarkan Fatwa 
DSN-MUI No. 25/III/2002 di BMT Syariah Islam Mandiri? 
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan rahn berdasarkan PSAK 107 
di BMT Syariah Islam Mandiri? 
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1.5. Tujuan Penelitian  
Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis 
ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu: 
1. Mengetahui apakah implementasi ar-rahn BMT Syariah Islam Mandiri sudah 
sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002. 
2. Mengetahui apakah perlakuan akuntansi ar-rahn sudah sesuai dengan PSAK 
107. 
 
1.6. Manfaat Penelitian  
A. Bagi Civitas Akademika 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan khususnya terkait implementasi Fatwa DSN MUI No. 25/III/2002, 
dan perlakuan akuntansi PSAK 107 pada BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali. 
Selain itu diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkuat pernyatan-pernyataan 
dari penelitian sebelumnya apakah penerapan fatwa dan PSAK sudah sesuai 
dengan ketentuannya atau belum. Serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian 
selanjutnya. 
B. Bagi Penulis 
Penelitian ini memberikan manfaat kepada penulis. Dengan adanya penelitian 
ini maka penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan Fatwa dan PSAK 107 di 
BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali. Selain itu peneliti juga mendapat banyak 
pengalaman selama kegiatan penelitian. 
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C. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi BMT maupun lembaga 
keuangan yang menerapkan akad Ar-rahn agar dapat dijadikan bahan evaluasi 
dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan 
PSAK yang berlaku. 
 
1.7. Hasil Penelitian Yang Relevan  
Penelitian ini juga berangkat dari hasil penelitian terdahulu seperti pada 
tabel berikut: 
Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Nama 
Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Putri (2013) Analisis Perlakuan 
Akuntansi Pembiayaan 
Gadai Syariah (Rahn) 
pada PT Bank Syariah 
Mandiri Tbk Cabang 
Pontianak 
1. Perlakuan akuntansi pembiayaan 
gadai syariah (rahn) pada Bank 
Syariah Mandiri sesuai dengan 
PSAK 107. 
2. Pembiayaan gadai emas syariah 
pada Bank Syariah Mandiri telah 
sesuai dengan Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No.26/DSN-
MUI/III/2002. 
Afdhila 
(2013) 
Analisis Implementasi 
Pembiayaan Ar-Rahn 
(Gadai Syariah) pada 
Kantor Pegadaian 
Syariah Cabang 
Landungsari Malang 
Dalam penelitian ini peneliti 
menyebutkan bahwa secara garis 
besar konsep pembiayaan Ar-Rahn 
sudah sesuai dengan Fatwa DSN-
MUI. Namun masih ada aspek yang 
harus disesuaikan seperti penentuan 
tarif ujroh yang secara substantive 
masih berdasarkan pinjaman, serta 
adanya penggabungan akad rahn dan 
ijarah. 
  Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1 
Nama 
Peneliti 
Judul Penelitian Hasil Penelitian 
Priliana 
(2015) 
Analisis Penerapan 
Akuntansi Gadai Syariah 
(Rahn) pada Pegadaian 
Syariah Cabang 
Jember(Analyze The 
Application Of 
Accounting Pawn Sharia 
(Rahn) In 
ShariaPawnshop 
Branches Jember) 
1. Penerapan akuntansi rahn di 
Pegadaian Syariah Cabang 
Jember telah sesuai dengan PSAK 
107 untuk produk gadai syariah 
(rahn). Akan tetapi masih ada 
perbedaan untuk pengakuannya. 
2. Untuk produk pembiayaan 
MULIA juga telah sesuai dengan 
PSAK 102 tetapi masih ada 
perbedaan dalam pengakuannya 
terutama dalam obyek emas. 
Putro (2014) Analisis Kasus 
Penerapan Akad Ar-rahn 
dan Perlakuan Akuntansi 
menurut Fatwa DSN-
MUI terkait dan PSAK 
107 study kasus PT 
XYZ. 
1. Implementasi produk rahn dan 
rahn tasjily sudah sesuai degan 
SOP akan tetapi jika dilihat dari 
fatwa belum semuanya sesuai 
yaitu mengenai tarif dasar 
golongan barang dan biaya 
penyimpanan. 
2. Ditinjau dari PSAK 107 mengenai 
akad ijarah kebijakan akuntansinya 
sudah sesuai. 
Isini(2017) Evaluasi Penerapan 
Akuntansi Gadai Syariah 
(Rahn) pada PT 
Pegadaian (Persero) 
Cabang Manado 
Penerapan akuntansi sesuai PSAK 
107 tentang ijarah. Perlakuan 
akuntansi fatwa DSN MUI No. 25 
DSN-MUI/III/2012 dan DSN MUI 
No. 92  DSN-MUI/IV/2014. 
Rahman 
(2015) 
Analisis Kesesuaian 
Akuntansi Transaksi 
Gadai Emas Syariah 
dengan PSAK dan Fatwa 
DSN MUI 
 
1. Aspek pengakuan dan 
pengukuran telah sesuai 
denganPSAK 107 tentang ijarah, 
PSAK 59 tentang qardh, serta 
PAPSI tahun2013. 
2. Aspek pengungkapan dan 
penyajian kurang sesuai dengan 
PSAK 100 dan PSAK 101 karena 
transaksi syariah tidak disajikan 
dengan akuntansi tersendiri pada 
laporan keuangan Pegadaian. 
 
  Tabel Berlanjut… 
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Lanjutan Tabel 1.1  
  3. Berdasarkan aspek syariah, telah 
sesuai dengan Fatwa DSN 
No.25/DSN-MUI/III/2002 dan 
No.26/DSN-MUI/III/2002 dalam 
perhitungan biaya ijarah, 
penerapan lelang apabila tidak 
sanggup membayar, dan 
Pegadaian Syariah tidak 
memanfaatkan barang jaminan 
gadai tersebut. Sedangkan yang 
tidak sesuai dengan Fatwa DSN 
adalah dalam pengukuran biaya 
administrasi, dan penggunaan 
dana CKPN. 
 
1.8. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian 
dengan cara menggambarkan hasil penemuan dengan menggunakan kata-kata. 
Penelitian ini akan dilakukan di kantor BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali. 
Dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dengan menggunakan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Data 
primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung di BMT Syariah 
Islam Mandiri Boyolali. Serta data sekunder diperoleh dari hasil catatan-catatan 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data menggunakan 
teknik deskriptif dengan uji kredibilitas mengunakan teknik triangulasi sumber 
dan triangulasi teknik. 
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1.9. Jadwal Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan beberapa waktu untuk 
melakukan penelitian, dan jadwal penelitian terlampir 
 
1.10. Sistematika Penulisan Skripsi 
Dalam sistematika penulisan skripsi ini ada beberapa bab yang akan 
dijabarkan. Dimana masing-masing bab memberikan penjelasan secara berurutan 
dari penulisan skripsi ini. Setiap bab berisi sub-sub bab yang berisi penjelasan dari 
masing-masing bab. Penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan skripsi 
yang dikeluarkan oleh biru skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Surakarta.  
BAB I. PENDAHULUAN 
Pada bab I membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi 
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, Hasil Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian,  Jadwal Penelitian 
dan Sistematika Penulisan. 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan Pustaka berisi tentang teori-teori yang menggambarkan tema 
secara umum dan teori-teori tentang variabel secara umum yang dijadikan acuan 
dan landasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini membahas mengenai 
dasar-dasar Ar-rahn sebagai akad utama dari gadai dan akad ijarah, qardh sebagai 
pendamping dari akad gadai tersebut. Serta membahas mengenai fatwa DSN-MUI 
sebagai dasar hukum gadai di Indonesia. Selain itu juga membahas mengenai 
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PSAK 107 tentang ijarah yang dipakai dalam gadai sebagai dasar dari perlakuan 
akuntansi. Dalam bab dua ini secara keseluruhan membahas mengenai dasar-dasar 
hukum dan teori yang dijadikan penguat dalam penelitian ini.  
BAB III. METODE PENELITIAN 
Dalam Bab III membahas mengenai bagaimana desain penelitian yang 
akan dilakukan. Subyek apa yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. 
Bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, serta teknik analisis 
data yang akan dipakai dalam penelitian ini. Selain itu penulis harus memaparkan 
bagaimana cara untuk menguji kevaliditas dan reliabilitas dari data tersebut. 
Penelitian ini secara garis besarnya berisi tentang uraian berikut: 
1. Waktu dan Wilayah Penelitian (kualitatif lapangan) 
2. Jenis  Penelitian 
3. Data dan Sumber Data 
4. Teknik Pengumpulan Data 
5. Teknik Analisis Data 
6. Uji kredibilitas 
BAB IV. PEMBAHASAN 
Bab IV ini berisi pembahasan dan penganalisisan data. Hal yang dilakukan 
dalam bab ini adalah menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang perusahaan 
yang dijadikan tempat penelitian. Menganalisis gambaran umum dari permasalah 
yang ada. Selanjutnya membahas masalah yang terjadi dan menarik kesimpulan 
dari hasil penelitian. 
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BAB V. PENUTUP 
Kesimpulan merupakan rangkuman dari hasil penelitian yang disajikan 
secara lebih singkat agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahami hasil 
penelitian. Serta saran merupakan ungkapan yang disampaikan oleh penulis yang 
dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kemajuan bersama. Selain itu dalam 
bab V ini juga membahas mengenai keterbatan penelitian. 
DAFTAR PUSTAKA 
Daftar pustaka berisi tentang sumber-sumber informasi yang valid yang 
dijadikan referensi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
LAMPIRAN 
Berisi informasi dan data-data sebagai pendukung dari penelitian ini yang 
tidak dimasukan dalam bab. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Shari’ah Enterprise Theory 
Shariah enterprise theory merupakan penyempurnaan dari enterprise theory 
dimana dalam enterprise theory mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, 
amanah dan pertanggungjawaban tetapi konsep ini masih bersifat manusiawi, oleh 
karena itu diperlukannya konsep tauhid untuk menyempurnakan theory ini. Konsep 
tauhid yang dipakai adalah konsep yang mendasari dari kepemilikan dalam islam, 
zakat, dan segala pertanggungjawaban dalam islam (Slamet, 2011 dalam 
Triyuwono 2015:355).  
Menurut Slamet dalam Triyuwono (2015:356) menyebutkan bahwa dalam 
shari’ah enterprise theory, Allah merupakan aksioma yang sangat penting dalam 
konsep ini, dimana allah merupakan sumber amanah yang utama. Allah merupakan 
pencipta dan pemilik alam semesta ini. Sedangkan manusia sebagai khalifah yang 
diamanahkan oleh allah untuk mengelola alam ini. Pertanggungjawaban kepada 
allah merupakan pertanggungjawaban vertikal dan pertanggungjawaban kepada 
manusia serta lingkungan alam merupakan pertanggungjawaban horizontal. 
 Pertanggungjawaban perusahaan dalam Shari’ah Enterprise Theory tidak 
hanya terbatas pelaku dalam perusahaan (pemilik, pemegang saham, kreditor, 
karyawan, dan pemerintah) tetapi juga pada orang yang tidak berhubungan 
langsung dengan perusahaan (Triwuyono, 2015:357). Hal inilah yang mendorong 
shari’ah enterprise theory untuk mewujudkan nilai keadilan bagi manusia dan 
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lingkungan alam dalam mencapai kemaslahatan bersama (Slamet, 2011 dalam 
Triwoyono, 2015:357). 
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah PSAK yang 
dikeluarkan oleh DSAK memiliki tujuan yang sejalan dengan shari’ah enterprise 
theory, dimana dalam transaksinya allah merupakan paradigma utama. Setiap 
aktivitas yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Selain itu 
prinsip dasar dari transaksi syariah adalah persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, 
keseimbangan dan universalisme (Nurhayati, 2014:97). Kerangka dasar ini 
digunakan oleh semua pihak yang berkepentingan sebagai landasan dalam 
penyajian laporan keuangan syariah dan sebagai wujud pertanggungjawaban 
perusahaan.  
 Kerangka dasar penyusunan dan penyajiaan laporan keuangan syariah 
menyebutkan bahwa laporan keuangan yang baik harus memiliki empat 
karakteristik kualitatif, pertama dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan 
keuangan. Kedua relevan, informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan 
harus dapat memberikan gambaran evaluasi terhadap kinerja perusahaan dimasa 
lalu dan masa sekarang. Ketiga keandalan, laporan keuangan harus disajikan 
dengan sebenar-benarnya. Keempat dapat dibandingkan, laporan keuangan harus 
dapat dibandingkan antara satu periode dengan periode yang lain untuk mengetahui 
posisi kinerja keuangan (Nurhayati, 2014:101). 
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2.2. Ar- Rahn 
2.2.1. Definisi Ar-Rahn 
Gadai dalam bahasa arab disebut Ar-Rahn (gadai) yang secara bahasa 
sesuatu yang bertahan atau tidak berubah. Seperti dalam firman Allah Surah Ath 
Thur ayat 21:  
 نيِهَر َبَسَك َابِ ٍِئرْما ُّلُك 
 “Tiap-tiap manusia terkait dengan apa yang dikerjakan” 
Gadai secara Etimologi berarti tsubut (tetap, dawam (terus menerus) dan 
habs (menahan)). Sedangkan secara Terminologi adalah suatu barang yang 
memiliki manfaat dan nilai ekonomi yang dijadikan jaminan atas hutang, dan jika 
hutang tersebut dapat dilunasi maka barang jaminan di kembalikan. Tetapi jika 
rahin tidak dapat melunasi hutangnya barang jaminan akan dijual dan dibayarkan 
kekurangannya (Ath-Thayyar, 2014:174). Sedangkan dalam ilmu fikih istilah rahn 
adalah harta yang dijadikan jaminan mengenai suatu peminjaman hutang dan 
biasanya berbentuk barang (Waluyo, 2014:124).  
 Ada beberapa pengertian gadai oleh beberapa ahli hukum Islam sebagai 
berikut (Zainuddin, 2008:3): 
1. Ulama Syafi’iyah mendefinisikan Rahn sebagai suatu barang yang 
dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijual jika orang yang 
berhutang tidak bisa membayar hutangnya. 
2. Ulama Hanabilah mengungkapkan Rahn adalah suatu benda yang memiliki 
nilai yang dijadikan jaminan hutang bila yang berhutang tidak sanggup 
membayar hutangnya. 
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3. Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan Rahn adalah harta yang 
digunakan oleh si pemiliknya (nasabah) sebagai agunan atas hutang yang 
dimilikinya kepada orang yang meminjaminya. 
4. Ulama Malikiyah mendefinisikan Rahn sebagai harta yang dijadikan 
jaminan oleh pemberi hutang sebagai pengingat atas hutang yang diberikan 
oleh peminjam hutang.  
5. Ahmad Azhar Basyri, Rahn adalah menjadikan barang yang memiliki nilai 
ekonomi dan menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan marhun bih 
sehingga hutang dapat diterima. 
Dari beberapa pemaparan gadai oleh beberapa ahli hukum Islam diatas 
maka dapat disimpulkan bahwa gadai (Ar-rahn), adalah menahan barang atau benda 
yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan barang yang dimiliki oleh rahin 
sebagai jaminan (marhun) mengenai hutang yang ia miliki. Jika rahin tidak dapat 
membayar hutangnya maka murtahin berhak menjual jaminan sesuai dengan 
kesepakatan rahin. Hasil dari penjualan marhun dibayarkan sesuai dengan 
kekurangan hutang serta sisanya dikembalikan kepada rahin.  
Menurut Ascarya (2017:2007) dalam proses pembiayaan rahn ada beberapa 
tahapan diantaranya: 
1. Nasabah datang ke bank untuk melakukan akad pembiayaan Ar-Rahn. 
2. Nasabah dan Bank melakukan akad Ar-rahn. Kedua belah pihak membuat 
kesepakatan sebagai kontrak dari pembiayaan rahn dengan kesepakatan 
bersama. 
3. Nasabah memberikan barang berharga sebagai jaminan kepada bank. 
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4. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah.  
Untuk lebih jelasnya dalam pembiayaan Ar-Rahn maka dapat dilihat skema 
pembiayaan Ar-Rahn dibawah ini. 
Gambar 2.1. 
Skema Pembiayaan Ar-Rahn. 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Ascarya (2017). 
 
2.2.2. Landasan Gadai Dalam Islam 
Al-Quran juga memperbolehkan transaksi rahn (gadai) ada beberapa surat 
yang menjelaskan mengenai akad rahn diantaranya: 
 
 
 
Pembiayaan marhun bih 
Bank/murtahin Akad 
Rahn 
Nasabah/Rahin 
Jaminan /Marhun 
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1. Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:283 
  لا ِّدَؤ ُيْل َف اًضْع َب ْمُكُضْع َب َنِمَأ ْنَِإف ٌةَضوُبْقَم ٌناَِهرَف اًِبتاَك اوُدِجَت ْمَلَو ٍرَفَس ىَلَع ْمُتْنُك ْنِإَو ِذ ي
 َو ُه َبر َه للا ِق تَيْلَو ُهَت َناَمَأ نُِمتْؤا َق ٌمِثَآ ُه نَِإف اَهْمُتْكَي ْنَمَو َةَداَه شلا اوُمُتْكَت َلَ اَمِب ُه للاَو ُهُبْل
 ٌَميِلَع َنوُلَمْع َت 
“Artinya jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak 
secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka 
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang 
berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian 
yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnya; dan 
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa 
yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang 
berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. 
2:283)”. 
 
Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan 
untuk memberikan barang jaminan jika kita melakukan muamalat tetapi tidak 
ada seseorang sebagai saksinya. Barang jaminan akan diberikan kepada 
pemberi hutang. Akan tetapi jika keduanya saling percaya maka transaksi 
muamalah boleh dilakukan tanpa adanya barang jaminan. Kedua belah pihak 
harus menjalankan amanah tersebut dan bertaqwa kepada allah.  
Ayat ini menjelaskan kegiatan muamalah jika dilakukan dalam 
perjalanan. Akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hukumnya jika kegiatan 
muamalah tidak dilakukan dalam perjalanan. Namun secara ketentuan akad 
pemberian jaminan boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Hal ini 
dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan. 
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2. Al-Qur’an surah Al-Maidah:2 
اُونَواَع َتَو ىَلَع  رِبْلا   ىَوْقَّ تلاَو   ۖ  ِْثْ ِْلْا ىَلَع اُونَواَع َت َلََو ِناَوْدُعْلاَو  ۖ اوُقَّ تاَو لا َهَّل   ۖ  َّنِإ  َهَّللا  ُديِدَش 
 ِباَقِعْلا 
 “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat 
siksa-Nya [QS. Al-Ma'idah: Ayat 2]”. 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat yang beragama di 
anjurkan untuk saling tolong menolong. Jika kita kaitkan dengan transaksi rahn 
ada keterkaitannya karena, rahn merupakan akad yang bertujuan untuk 
menolong seseorang dengan cara memberikan pinjaman dengan menggunakan 
barang berharga sebagai jaminan. 
3. Menurut Idri (2015:201) ada beberapa hadits yang menerangkan mengenai rahn 
diantaranya: 
a. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 
“Dari Anas, ia berkata: Rasullulah SAW telah menggadaikan baju 
besinya kepada orang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum 
untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibn Majah) 
b. Hadits Anas ibn Malik : 
“Dari Anas r.a bahwasanya ia berjalan menuju Rasullulah SAW 
membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya 
di Madinah kepada seorang Yahudi dengan mengambil gandum untuk 
keluarganya. Aku mendengarnya bersabda, “Tidaklah ada pada 
keluarga Muhammad satu sha’ gandum atau biji-bijian padahal ia 
mempunyai sembilan istri” (HR. al-Bukhari). 
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c. Sabda Rasullulah yang di riwayatkan oleh Abu Hurayrah  
“ Dari Abu Hurairah r.a, katanya : Rasullulah bersabda, “Binatang 
yang digadaikan boleh ditunggangi dengan diberikan biaya jika ia 
digadaikan dan susu binatang boleh diminum dengan diberikan biaya 
jika digadaikan. Orang yang mengendarai binatang itu dan meminum 
susunya diharuskan membayarkan biayanya” (HR. Al-Bukhari). 
4. Selain dari Al-Quran dan Al-Hadits ada juga ijma yang menerangkan tentang 
rahn (Djamil, 2012: 234). 
a. Agunan berupa barang untuk dijadikan jaminan utang (rahn) diperbolehkan 
(jaiz). 
b. Transaksi gadai boleh dilakukan pada saat perjalanan (safar) maupun tidak 
dalam safar. 
 
2.2.3. Rukun dan Syarat Rahn (Gadai) Dalam Islam 
Para Ulama dan ahli hukum Islam menyebutkan ada beberapa rukun rahn 
diantaranya (Idri, 2015:205) : 
1. Ahmad Azhar Basyir berpendapat rukun gadai diantaranya: 
a. Pemberi barang gadai (rahin). 
b. Penerima barang gadai (murtahin). 
c. Barang yang digadaikan (marhun). 
d. Shighat (akad). 
2. Menurut Muhammad Al-Syarbini ada beberapa rukun gadai: 
a. Shigat (ucapan yang digunakan dalam gadai). 
b. Aqid merupakan orang yang melakukan transaksi gadai (rahin dan 
murtahin). 
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c. Barang yang dijadikan jaminan dalam pegadaian (marhun). 
d. Utang (marhun bih). 
3. Al-Jaziri mengemukakan rukun gadai ada tiga jenis: 
a. Aqid (orang yang melakukan akad yang terdiri dari rahin atau orang 
yang menggadaikan barang dan murtahin atau yang memberikan 
pinjaman gadai). 
b. Ma’qud alayh (yang diakadkan terdiri dari marhun (barang yang 
digadaikan) dan marhun bih (utang). 
c. Shighat (akad gadai). 
4. Menurut Al-Zuhayli  gadai adalah: 
a. Akad ijab dan qabul (shigat) 
b. Aqid (orang yang menggadaikan dan menerima gadai). 
c. Adanya barang yang akan digadaikan dengan catatan barang tersebut 
memiliki nilai ekonomis, memiliki manfaat, dan atas nama sendiri. 
d. Adanya utang yang jelas dan dapat dilunasi dengan agunan. 
Dari uraian diatas secara garis besar para ulama menyebutkan bahwasanya 
ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam akad rahn. Dimana adanya orang yang 
akan menggadaian barang dan orang yang akan memberikan pinjaman. Adanya ijab 
dan kabul antara kedua belah pihak yang akan bergadai. Selain itu barang yang 
digadaian harus memiliki nilai ekonomi (barang berharga), hal ini dimaksudkan jika 
orang yang menggadaikan barang tidak dapat melunasi pinjaman maka barang 
gadai akan dijual. Selain itu yang paling penting adanya hutang yang diberikan oleh 
pemberi gadai.  
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Adapun syarat-syarat gadai yang harus dipenuhi menurut beberapa ahli 
fikir adalah:  
1. Syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad (rahin dan murtahin) 
seperti baligh dan berakal. 
2. Syarat yang berhubungan dengan ijab qabul seperti adanya saksi dan transaksi 
harus dicatat. 
3. Syarat utang merupakan hal yang wajib diberikan kepada rahin serta 
perhitungan dan waktu pembayaran harus jelas. 
4. Syarat yang berhubungan dengan barang yang dijadikan jaminan atau agunan 
seperti barang tersebut harus memiliki nilai ekonomis, barang yang 
digadaikan harus ada saat terjadinya akad dan merupakan milik sendiri.  
Akad yang digunakan dalam transaksi gadai dalam perbankan syariah ataupun 
lembaga keuangan syariah ada dua yaitu akad rahn dan akad ijarah. Jika dilihat dari 
konsep akad rahn dan akad ijarah memiliki perbedaan. Tetapi dalam 
pelaksanaannya nasabah tidak perlu melakukan akad dua kali dalam transaksi 
(Sutedi, 2011:27).  
1. Akad rahn disini dimaksudkan sebagai akad dalam penahanan jaminan dari 
pemilik harta mengenai hutang yang diberikan kepada pemilik harta. 
Pemilik harta dapat mengambil lagi harta yang dijadikan jaminan jika 
pemilik harta melunasi hutangnya. Jika tidak maka jaminan tersebut akan 
dijual untuk membayar hutangnya. Dalam hal ini lembaga keuangan syariah 
menentukan harta yang dijadikan jaminan berupa harta yang memiliki nilai 
ekonomis. 
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2. Akad ijarah dalam pembiayaan rahn, pemberi hutang memberikan sewa 
tempat kepada peminjam hutang. Dalam hal ini penerima hutang 
memberikan fee kepada pemberi hutang atas tempat yang disewakan. 
Pemberian fee dilakukan jika penerima hutang sudah menyelesaikan 
kontraknya dan barang jaminan sudah diberikan kepada penerima hutang. 
Dari transaksi akad gadai tersebut maka pihak pemberi hutang dalam hal ini 
adalah lembaga keuangan bank syariah, menerima keuntungan dari penyewaan 
tempat tersebut bukan dari penambahan bunga atau nilai lebih pinjaman. Proses 
penyimpanan barang tersebut menimbulkan biaya–biaya yang dibayarkan oleh 
peminjam hutang diantaranya biaya tempat penyimpanan dan biaya perawatan. 
Besarnya biaya tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak (Sutedi, 2011:28).  
 
2.2.4. Barang yang Digadaikan 
Menurut Soemitra (2009:423) barang yang dijadikan agunan dalam 
pembiayaan rahn adalah barang yang dapat bergerak dan memiliki nilai ekonomis 
diantaranya: 
1. Perhiasaan yang terbuat dari logam mulia (Emas, Perak, Intan, Mulia). 
2. Barang Elektonik (Kulkas, Laptop, TV, Handphone dll). 
3. Kendaraan. 
4. Tekstil. 
5. Barang-barang yang memiliki nilai ekonomis (Almari, Meja, Kursi dll) 
6. Surat-surat berharga (Sertifikat tanah, Saham, Obligasi dll). 
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2.2.5. Kedudukan Barang Gadai Dalam Islam 
Menurut Sutedi (2011:51) kedudukan barang gadai dalam Islam jika barang 
gadai tersebut sudah di tangan pemegang gadai, maka selama itu barang gadai 
merupakan suatu amanat yang dipercayakan oleh rahin. Sebagai murtahin 
berkewajiban memelihara barang gadai tersebut agar tidak rusak dan dilarang 
memakai barang yang digadaikan tanpa seizin pemilik barang. 
Barang yang digadaikan harus dipelihara dengan baik oleh murtahin untuk 
menghindari kerusakan. Menurut Sabiq, 1996 dalam Muhammad, 2003:82 
menyebutkan bahwa pemeliharaan barang gadai merupakan tanggungjawab rahin 
dan semua biaya pemeliharaan harus dibayarkan oleh rahin. Akan tetapi jika rahin 
memberikan hak kepada murtahin maka murtahin boleh memelihara barang 
tersebut. Selanjutnya biaya pemeliharaan akan dimintakan kepada rahin sebesar 
biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara barang tersebut. 
Jika barang gadai mengalami resiko kerusakan atau hilang tanpa ada unsur 
kesengajaan dari murtahin maka, murtahin tidak berkewajiban mengganti barang 
tersebut. Akan tetapi jika ada unsur kesengajaan dalam hilangnya barang gadai 
terebut maka, murtahin secara penuh mengganti barang yang digadaikan 
(Muhammad, 2003:84). 
Anshori (2011:117) menyebutkan bahwa beberapa ulama berpendapat 
mengenai pemanfaatan barang gadai untuk rahin dan murtahin diantaranya: 
1. Pemanfaatan barang gadai oleh rahin 
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a. Ulama Hanafiah dan Hanabilah berpendapat bahwa barang gadai tidak 
boleh dimanfaatkan oleh murtahin ataupun rahin tanpa ada kesepakatan 
diantara kedua belah pihak. 
b. Ulama Malikiyah membolehkan pemanfaatan barang gadai oleh rahin 
jika barang tersebut sudah berada di tangan murtahin. 
c. Ulama Safi’iyah berpendapat jika rahin boleh memanfaatkan barang 
gadai jika barang gadai tersebut dijamin tidak akan berkurang nilainya 
tanpa seizin murtahin. 
2. Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin  
a. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa barang gadai tidak boleh 
dimanfaatkan oleh murtahin. Murtahin hanya boleh memelihara barang 
gadai. 
b. Ulama Malikiyah dan Safi’iyah memperbolehkan pemanfaatan barang 
gadai oleh murtahin tetapi harus seizin rahin serta waktunya harus 
ditentukan dengan jelas.  
c. Ulama Hanabilah menyatakan bahwa barang gadai yang boleh 
dimanfaatkan hanya barang gadai yang berupa hewan. Jika tidak maka 
barang gadai tersebut tidak boleh dimanfaatkan.  
 
2.2.6. Penaksiran Barang Gadai 
Sutedi (2011:53) menyebutkan bahwa dalam pedoman penaksiran barang 
gadai ada dua yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Kategori pertama 
mengenai barang bergerak dimana barang yang digadaikan dapat berpindah tempat. 
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Kategori kedua mengenai barang tidak bergerak yaitu barang yang tidak dapat 
berpindah tempat. 
1. Barang bergerak 
a. Murtahin atau petugas penaksiran melihat HPP (Harga Pasar Pusat) 
sesuai dengan standar harga yang berlaku saat melakukan penaksiran 
barang. 
b. Murtahin atau petugas penaksiran melihat Harga Pasar Setempat (HPS) 
dari barang yang digadaikan. Pedoman ini selalu disesuaikan dengan 
perkembangan harga setiap saatnya. 
c. Pengujian kualitas barang harus dilakukan oleh murtahin atau petugas 
penaksiran. 
d. Setelah menguji kualitas barang dan melihat HPP dan HPS maka 
murtahin harus menentukan nilai taksiran barang. 
2. Barang tidak bergerak 
a. Murtahin meminta informasi mengenai barang jaminan kepada pemilik 
barang. 
b. Murtahin melakukan pengecekan barang dilapangan ataupun tidak 
melakukan pengecekan barang dilapangan. 
c. Murtahin menguji kualitas barang jaminan. 
d. Murtahin menentukan nilai taksiran barang. 
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2.2.7. Manfaat Penerapan Akad Ar-rahn 
Penerapan akad Ar-rahn memberikan beberapa manfaat yang dapat digunakan 
oleh pihak pemberi pinjaman menurut Muhammad Syafi’i Antonio (2001): 
1. Mengurangi kemungkinan nasabah untuk tidak membayar hutang. 
2. Sebagai agunan atas peminjaman uang. 
3. Memberikan kemudahan kepada masyarakat jika ingin memperoleh pinjaman 
diwaktu mendesak. 
Adapun manfaat yang dapat dirasakan nasabah menurut Soemitra (2009:408):  
1. Prosedur lebih mudah dan proses gadai lebih cepat jika di banding kredit di 
perbankan. 
2. Nasabah lebih mengetahui bagaimana penaksiran nilai barang yang 
digadaikan. 
3. Lebih aman dan dapat dipercaya. 
Menurut Shafir (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa produk rahn 
mempunyai manfaat yang lebih baik dimasa mendatang. Rahn merupakan produk 
pembiayaan alternative yang ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk 
untuk mempermudah masyarakat dalam peminjaman utang dengan basis syariah. 
 
2.2.8. Aplikasi Ar-Rahn 
 Menurut Antonio (2001) aplikasi ar-rahn dalam perbankan atau lembaga 
keuangan syariah memiliki  dua jenis peranan. Dimana rahn dapat dimanfaatkan 
sebagai produk pelengkap ataupun produk tersendiri. 
 Jika rahn dipakai sebagai produk pelengkap maka rahn dianggap sebagai 
akad tambahan. Dimana rahn dijadikan jaminan mengenai suatu pembiayaan. Akad 
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yang biasanya menggunakan rahn sebagai pelengkap adalah akad ba’i al-
murabahah dimana bank menggunakan jaminan atas peminjaman suatu uang. 
 Ar-rahn sebagai produk tersendiri, sekarang ini masyarakat sudah mulai 
menggunakan jasa gadai jika mereka dalam keadaan terdesak. Terutama untuk 
produk gadai syariah sendiri sudah banyak beredar dimasyarakat. Keuntungan yang 
dapat diperoleh nasabah jika menggunakan jasa gadai syariah adalah nasabah tidak 
dikenakan bunga seperti di pegadaian kovensional. Gadai syariah hanya memungut 
biaya penitipan, pemeliharaan barang gadai yang sudah ditentukan diawal kontrak. 
 
2.2.9. Berakhirnya akad Gadai 
 Ada beberapa hal yang menyebabkan akad gadai tersebut berakhir. 
Berakhirnya akad gadai menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Djamil, (2015:243) 
diantaranya: 
1. Barang sudah diserahkan kepada rahin. 
2. Rahin melunasi hutangnya. 
3. Jika rahin tidak dapat membayar hutang maka barang jaminan dijual secara 
paksa atas kesepakatan rahin. 
4. Pembatalan sepihak oleh murtahin. 
5. Rusaknya barang gadai yang disebabkan oleh murtahin. 
6. Barang gadai dimanfaatkan untuk shadaqah maupun hibah baik dari pihak 
rahin maupun murtahin. 
7. Meninggalnya rahin atau murtahin. 
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2.2.10. Kegiatan Pelelangan Barang Gadai 
 Pelelangan barang yang digadaikan dilakukan jika rahin tidak dapat 
melunasi pinjamannya. Pelelangan merupakan penjualan barang dengan melakukan 
penawaran mulai dari yang terendah hingga tertinggi atau sebaliknya                               
(Anshori, 2011:122). 
 Pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah berbeda dengan pelelangan 
di pegadaian konvensional. Jika di pegadaian syariah pelelangan dilakukan dengan 
menawarkan harga tertinggi selanjutnya harga tersebut akan turun sampai di 
tentukan pembeli dengan harga yang disepakati (Anshori, 2011:123). 
 Menurut Anshori (2011:123) Harga penawaran pertama yang merupakan 
harga tertinggi disebut Harga Penawaran Lelang (HPL) bisa berupa Harga Pasar 
Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS). 
Penentuan harga ini dengan mempertimbangkan kondisi barang dan minat 
masyarakat mengenai barang yang dijual.  
 Ada beberapa prosedur dalam pelelangan barang gadai menurut Basyir,              
dalam Muhammad, 2003:59 diantaranya: 
1. Murtahin harus mengetahui alasan kenapa rahin belum bisa melunasi 
hutangnya. 
2. Murtahin harus memberikan perpanjangan waktu untuk rahin membayar 
hutangnya. 
3. Jika terjadi keadaan darurat seperti murtahin yang membutuhkan uang segera 
tetapi rahin belum bisa membayar hutangnya maka, murtahin memindahkan 
32 
 
barang tersebut kepada murtahin lain dengan kesepakatan pemilik barang          
(rahin). 
4. Apabila telah ditentukan sebelumnya dan rahin tetap tidak bisa membayar 
hutangnya maka murtahin boleh menjual barang yang digadaikan dan 
mengambil sejumlah kekurangan pembayaran. 
Menurut Kurniawan, dalam Anshori, 2011:125 menyatakan bahwa untuk 
mencegah terjadinya kecurangan dalam praktik pelelangan ada beberapa panduan 
dan kriteria umum dalam pelelangan diantaranya: 
1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang tahu mengenai hukum lelang dengan 
sukarela. 
2. Barang yang dilelang harus barang yang halal. 
3. Barang yang dilelang merupakan barang dengan kepemilikan penuh. 
4. Barang yang dilelang harus jelas dan terhindar dari manipulasi. 
5. Penjual sanggup menyerahkan barang yang dilelang. 
6. Kesepakatan mengenai harga untuk menghindari perselisihan. 
7. Harus terhindar dari perilaku yang merugikan pihak lain. 
2.3. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang rahn.  
Dalam Fatwa Dewan Syariah menjelaskan bahwa akad Rahn diperbolehkan 
dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Transaksi rahn harus dilakukan sesuai 
dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu Dewan Syariah Nasional 
Menetapkan Fatwa tentang rahn. Beberapa ketetapan DSN-MUI diantaranya: 
Pertama : Hukum 
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Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan 
utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai 
berikut. 
Kedua : Ketentuan Umum 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk 
menahan marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang 
menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan Manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada 
prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh 
Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi 
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti 
biaya pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun pada dasarnya 
menjadi kewajiban Rahin, Namun dapat juga oleh Murtahin, 
sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap 
menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak 
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun. 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan 
Rahin untuk segera melunasi utangnya. 
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b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, 
maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang 
syariah. 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi 
utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum 
dibayarkan serta biaya penjualan.  
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan 
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin. 
Ketiga   : Ketentuan Penutup 
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau 
jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka 
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah 
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan 
diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya 
 
2.4. Qardh  
2.4.1. Pengertian Qardh 
Menurut Mardani (2012: 333) Secara Etimologi Qardh merupakan bentuk 
masdar dari Qardh asy-syai’-yaqridhu, yang berarti memutuskannya. Dikatakan 
Qardh asy-syai’-yaqridhu, memutuskan sesuatu dalam keadaan darurat. Al-Qardh 
adalah sesuatu yang dijadikan alat pembayaran oleh pemilik.  
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Sedangkan secara Terminologi adalah menyerahkan harta yang dimiliki 
kepada orang lain yang membutuhkan manfaat barang tersebut dan akan 
mengganti dikemudian hari. Maka dapat disimpulkan bahwa Qardh adalah 
transaksi hutang piutang oleh pemilik barang dan orang yang meminjam barang 
yang nantinya barang tersebut akan dikembalikan atau diganti kemudian hari.  
 
2.4.2. Landasan Qardh 
1. Al-Quran 
Al-Baqarah:282 
 ُهوُبُتْكَاف ى ًّمَسُم ٍلَجَأ  َلَِإ ٍنْيَدِب ْمُتْن َياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي  ۖ  ْبُتْكَيْلَو  ْمُكَن ْ ي َب 
 نبِتاَك  َعْلِاب  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya…..” 
 
QS. Al-Baqarah:245. 
  ًافاَعْضَأ ُهَل ُهَفِعاَضُي َف اًنَسَح اًضْر َق َهَّللا ُضِرْق ُي يِذَّلا اَذ ْنَم
 ًَةيرِثَك  ۖ  ُهَّللاَو  ُضِبْق َي  ُطُسْب َيَو  ِهَْيلِإَو  َنوُعَجْر ُت  
 
“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 
yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah), maka Allah akan 
melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda 
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) 
dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” 
 
2. Al-Hadits 
Dalam Fatwa DSN MUI No. 19/DSN/MUI/IV/2001 ada beberapa fatwa 
yang menjelaskan mengenai Qardh diantaranya Hadits Nabi SAW yang 
diriwayatkan oleh muslim “Orang yang melepaskan seorang muslim dari 
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kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Dan 
Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya 
(HR.Muslim)”. 
Dalam bukunya Mardani (2012:334) “Sungguhnya Rasullulah SAW 
berutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian diberikan 
kepada beliau seekor unta shadaqah. Beliau memerintahkan Abu Rafi’ kembali 
kepada beliau dan berkata, saya tidak menemukannya di antara unta-unta 
tersebut kecuali unta yang usianya menginjak tujuh tahun. Beliau menjawab, 
berikanlah unta itu kepadanya karena sebaik-baik orang adalah yang paling 
baik dalam membayar hutang” (HR.Muslim). 
3. Ijma 
Akad pembiayaan Qardh Juga disepakati oleh para ulama. Hal ini 
dikarena tidak semua barang-barang yang dibutuhkan oleh seseorang 
dimilikinya. Oleh karena itu pinjam meminjam sudah menjadi hal yang 
biasa. Kita sebagai umat beragama diharuskan untuk saling tolong 
menolong. Selain itu Islam merupakan agama yang sangat mementingkan 
dan mengerti mengenai kehidupan manusia (Antonio, 2011:132). 
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001. 
Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa tentang Al-Qardh yang 
berisikan bahwa qardh itu diperbolehkan. Dengan tujuan untuk saling 
tolong-menolong dalam kebaikan. 
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2.4.3. Rukun dan Syarat Transaksi Qardh 
Menurut Mardani (2012:335) ada beberapa rukun dan syarat transaksi 
qardh: 
1. Shighat merupakan ijab dan kabul yang merupakan suatu ucapan dari 
pemberi hutang yang menyatakan pemberian hutang disebut ijab. 
Sedangkan penerima hutang menerima pernyataan pemberian hutang  
disebut kabul. 
2. ‘Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan akad yaitu dari pihak yang 
memberi hutang dan menerima hutang. Syarat utama dari pemberi hutang 
adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan baik dan 
buruk. 
3. Harta yang dihutangkan ada beberapa rukun harta yang harus dipenuhi oleh 
pemberi hutang yaitu harta tersebut harus memiliki nilai yang sama, kadar 
yang sama, harta yang dipinjamkan harus diketahui kadarnya.  
 
2.4.4. Manfaat dan Aplikasi Qardh. 
  Menurut Umam (2011:112) Qardh merupakan pinjaman yang tidak 
mensyaratkan adanya imbalan. Bank hanya diperbolehkan mengambil biaya 
administrasi. Bank dapat menerima imbalan (fee) dari pihak lain. Sumber 
pendanaan Qardh biasanya berasal dari intern bank yang merupakan dana yang 
ditimbulkan dari modal bank.  Pendanaan esktern bank biasanya berasal dari zakat, 
infaq, shadaqah dan dana dari pihak ketiga.  
 Ada manfaat yang ditimbulkan dari pembiayaan qardh untuk bank 
diantaranya, dengan adanya pembiayaan qardh yang merupakan bentuk dari 
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pembiayaan portofolio asset bank, dimana akan menimbulkan peluang bank untuk 
mendapatkan fee dari jasa lain. Dengan adanya qardh merupakan salah satu bentuk 
pelaksanaan sosial bank.  
 Selain itu akad pembiayaan qardh juga memberikan manfaat untuk nasabah. 
Akad qardh merupakan akad pembiayaan yang memiliki garansi. Pengembalian 
pembiayaan qardh bersifat dana kabajikan bukan komersial. Dana qardh merupakan 
dana kewajiban yang tidak membebankan nasabahnya dengan uang tambahan 
selain biaya administrasi. 
 
2.5.  Akad Pembiayaan Ijarah  
2.5.1. Keterkaitan Akad Ijarah dalam pembiayaan Ar-rahn 
 Dalam Pembiayaan rahn akad yang dipakai ada 3, salah satunya adalah 
ijarah. Akad Ijarah digunakan sebagai akad untuk perhitungan biaya penyimpanan, 
biaya asuransi dan biaya pemeliharaan. Penggunaan akad ijarah sebagai dasar untuk 
penghitungan biaya yang timbul dari kegiataan rahn, hal ini dikarenakan belum 
adanya PSAK tersendiri yang mengatur mengenai pembiayaan rahn 
(www.bi.go.id). 
 Akad ijarah memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan akad 
lainnya menurut pandangan bank syariah diantaranya akad ijarah lebih fleksibel 
dalam objek transaksinya ( bisa berupa barang dan jasa). Akad ijarah memiliki 
resiko usaha yang lebih kecil jika dibandingkan dengan investasi sehingga tidak 
merugikan salah satu pihak. Selain itu akad ijarah memiliki pendapatan yang 
relativf tetap (Yaya dkk, 2014:252).  
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2.5.2. Definisi Ijarah 
Secara Etimologi ijarah merupakan ajara-ya’juru yang berarti upah yang 
harus dibayarkan kepada seseorang mengenai pekerjaan yang mereka lakukan. 
Sedangkan secara Terminologi adalah transaksi penyewaan mengenai manfaat 
barang tertentu yang diketahui sifat dan waktunya. Transaksi tersebut merupakan 
suatu pekerjaan dengan upah yang diketahui juga (Ath-Thayyar, 2014:311).  
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Ijarah adalah akad mengenai 
penyewaan barang atau jasa dengan membayarkan sewa ataupun upah tetapi atas 
nama kepemilikan barang tidak berubah. Dengan demikian barang tersebut masih 
menjadi milik orang yang menyewakan barang.  
Sekarang ini banyak orang yang mengartikan bahwa ijarah dengan leasing 
adalah sama. Hal ini dikarenakan akad ijarah dengan leasing sama-sama mengacu 
pada sewa-menyewa. Tetapi pada realitanya ijarah dan leasing itu berbeda (Karim 
2016:139). Ada beberapa perbedaan karakteristik mengenai ijarah dan leasing 
perbedaan tersebut bisa dilihat pada table berikut.  
Tabel 2.1. 
Perbedaan Ijarah dan Leasing  
No Item Ijarah Leasing 
1 Objek Manfaat Barang dan jasa Manfaat barang saja 
  
2 Metode 
Pembayaran 
Metode pembayaran 
1. Tergantung pada 
kinerja objek sewa. 
2. Tidak tergantung 
pada kinerja objek. 
Tidak tergantung pada 
kinerja objek 
3. Alih kepemilikan Jelas: 
1. Ijarah (Tidak ada). 
2. IMBT(Ada). 
Tidak semuanya jelas: 
1. Operating lease (tidak 
ada). 
2. Financial lease (ada 
pilihan untuk membeli 
Tabel Berlanjut… 
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atau tidak pada akhir 
periode). 
4. Sewa Beli Tidak boleh karena ada 
unsur gharar (tidak jelas) 
antara sewa dan beli. 
Boleh 
5 Sale and lease 
Back 
Boleh Boleh 
Sumber : Mardani (2012:248) 
Menurut Wiyono (2013:215) berdasarkan karakteristiknya ijarah ada dua 
jenis, yaitu ijarah yang merupakan akad penyewaan suatu asset baik berupa barang 
atau jasa dengan mengenakan pembayaran sewa, akan tetapi tidak ada pemindahan 
kepemilikan asset tersebut. 
 Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan akad penyewaan barang kepada 
seseorang dalam jangka waktu tertentu. Jika masa akad sudah selesai maka pihak 
penyewa barang dapat memiliki barang tersebut jika ia menginginkannya. 
Menurut Karim (2016:149), akad Ijarah Muntahia Bittamlik memiliki 2 
cara dalam perpindahan barangnya. Tetapi kita dianjurkan untuk memilih salah 
satunya. 
1. Adanya perjanjian bahwa pihak yang menyewa akan menjual barang yang 
disewakan di akhir masa sewa. Hal ini dilakukan jika sewa yang dibayarkan 
relatif kecil dan penyewa tidak dapat melunasi akumulasi nilai sewa untuk 
membeli barang dan marjin laba pada bank diakhir masa sewa. 
2. Adanya perjanjian jika penyewa akan menghibahkan barang yang disewakan 
diakhir masa sewa. Dilakukan jika kemampuan penyewa untuk membayar 
sewa relative besar. Penyewa dapat melunasi akumulasi sewa untuk membeli 
barang dan marjin laba pada bank diakhir sewa.  
 
Lanjutan Tabel 2.1. 
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2.5.3. Landasan Ijarah 
1. Al-Quran 
QS. Al-Qashash (28) Ayat 26: 
 ُهْرِجْأَتْسا ِتََبأ َاي َاُهُاَدْحِإ ْتَلَاق  ۖ  َّنِإ  َر ْ يَخ  ِنَم  َتْرَجْأَتْسا  ُّيِوَقْلا  ُيِمَْلْا  
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 
2. Al-Hadits 
Hadits riwayat ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda : 
“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya 
kering.” (HR. Ibnu Majah) 
Hadits riwayat Abd Ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Al-Khudri, 
Nabi s.a.w. bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, 
beritahukanlah upahnya”. 
 
2.5.4. Rukun dan Syarat Ijarah. 
 Menurut Ath-Thayyar (2014:316) rukun ijarah ada 4 yaitu shighat, 
uta’aqidain (dua orang yang bertransaksi) ma’qud’alaih (manfaat yang 
ditransaksikan dan upah).  
 Shighat merupakan akad ijab dan qabul. Seseorang yang menyewakan 
barang melakukan lafal ijab sebagai wujud pemberian barangnya. Orang yang 
menyewa barangnya melakukan qabul atau pernyatan menerima barang sewaan.  
Dan jika kedua belah pihak sudah melakukan lafal ijab qabul maka transaksi ijarah 
sudah sah dilakukan menurut agama. 
 Muta’aqidah merupakan dua orang yang melakukan kegiatan sewa 
menyewa. Terdiri dari orang yang menyewakan barang atau jasa dan orang yang 
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menyewa barang atau jasa. Ada dua syarat Muta’aqidah adanya unsur kerelaan dari 
kedua belah pihak dalam transaksi ijarah. Adanya hak tasharruf (membelanjakan 
barang) dimana orang yang melakukan ijarah harus sehat fisik dan jasmani serta 
tidak anak kecil (harus baligh). 
 Ada beberapa syarat dalam transaksi ijarah diantaranya: 
1. Ijarah dilakukan oleh orang yang berhak membelanjakan harta (tasharruf) 
2. Manfaat yang diterima harus diketahui dengan jelas.  
3. Upah yang diterima harus diketahui dengan jelas pula. 
4. Manfaat ini bersifat mubah, jika manfaat yang ditimbulkan haram maka 
transaksi menjadi tidak sah.  
 
2.5.5. Objek Ijarah dan Ketentuan-ketentuan Ijarah 
 Objek Ijarah adalah Manfaat yang ditimbulkan dari pemanfaatan suatu 
barang atau jasa. Barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Manfaat tersebut 
harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari sengketa dikemudian hari. Jika 
dalam transaksi sewa menyewa maka ketentuan seperti waktu penyewaan, upah 
yang harus diberikan harus dipaparkan sesuai dengan kesepakatan.  
Ada beberapa ketentuan objek Ijarah diantaranya (Umam, 2011:108) : 
1. Objek dari ijarah merupakan manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang 
atau jasa. 
2. Manfaat barang atau jasa dapat diukur nilainya dan dilaksanakan dalam kontrak 
akad ijarah. 
3. Manfaat yang ditimbulkan dari akad ijarah merupakan manfaat yang 
diperbolehkan/dihalalkan. 
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4. Kedua belah pihak harus menyaggupi kesepakatan untuk memenuhi manfaat 
dari kontrak ijarah dengan prinsip syariah. 
5. Manfaat yang diperoleh kedua belah pihak harus jelas agar tidak menimbulkan 
kesalahfahaman yang nantinya akan menimbulkan sengketa. 
6. Jangka waktu akad harus dinyatakan diawal. 
7. Barang yang disewakan harus memiliki nilai jual beli. 
8. Pembayaran sewa dalam akad ijarah bisa berbentuk jasa. 
9. Adanya flexibility dalam urusan waktu, tempat dan jarak. 
Selain dari ketentuan objek dalam ijarah, hal yang perlu diperhatikan lagi 
adalah kewajiban yang harus dipenuhi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan 
nasabah dalam pembiayaan ijarah.  
1. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa. 
a. Menyediakan barang atau jasa yang akan disewakan. 
b. Menanggung kerusakan atau cacat dari asset yag disewakan. 
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh LKS. 
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa. 
a. Membayar sewa kepada LKS dan menjaga asset yang disewakan oleh 
LKS. Selain itu nasabah hanya diwajibkan menggunakan asset sesuai 
dengan kontrak yang disepakati diawal.  
b. Biaya kerusakan atas barang yang disewa yang sifatnya ringan 
merupakan tanggungjawab nasabah. 
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c. Tetapi jika kerusakan ditimbulkan dari masalah diluar kontrak maka  itu 
bukan merupakan tanggungjawab nasabah melainkan tanggungjawab 
LKS. 
 
2.6. Perlakuan Akutansi Gadai 
2.6.1 Perlunya Pencatatan Akuntansi  
 Praktik pencatatan akuntansi sudah ada sejak zaman Rasululah SAW 
dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 282 mengenai transaksi yang dilakukan 
secara tidak tunai dan surat Al-Baqarah ayat 110 mengenai pembayaran zakat. Hal 
ini mendorong seseorang untuk melakukan pencatatan mengenai asset yang 
dimiliki (Yaya, 2014:2). 
 Menurut Adnan Dan Labatjo, dalam Yaya, 2014 menjelaskan bahwa 
akuntansi digunakan untuk menentukan jumlah barang dagangan dalam 
kesehariannya. Selain itu pada masa kaum Yahudi juga sudah menggunakan 
akuntansi untuk kegiatan hutang piutang dikarenakan mereka melakukan 
perdagangan yang tidak menetap. 
 Praktik akuntansi mulai dikembangkan berdasarkan rekomendasi sahabat 
Rasullulah SAW dikarenakan makin berkembangnya Institusi Baitulmal yang di 
didirikan oleh Rasullulah SAW. Sehingga diperlukannya pencatatan untuk 
pertanggungjawaban mengenai pengeluaran dan pemasukan Baitul yang pada saat 
itu menangani pengelolaan zakat. Sejak saat itu akuntansi terus mengalami evolusi 
sampai ditemukan pembukuan dengan model buku besar pada masa Daulah 
Abasiah (Yaya, 2014:3). 
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 Menurut Wiyono (2013) menyebutkan bahwa, dalam teori akuntansi 
merupakan ilmu terapan yang multi paradigm science dimana akuntansi mengikuti 
paradigm ekonomi yang ada. Dimana ekonomi kapitalis sistem akuntansi juga 
menggunakan akuntansi kapitalis sedangkan ekonomi syariah juga menggunakan 
akuntansi syariah.  
 Karena perbedaan tersebut maka diperlukannya kerangka dasar khusus 
untuk lembaga keuangan syariah. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian 
Laporan Keuangan Syariah atau biasa disebut KDPPLKS dikeluarkan oleh IAI 
tahun 2007. Tujuan dari adanya KDPPLKS adalah sebagai penyusun standar 
akuntansi keuangan syariah dan untuk penyusunan laporan keuangan. Selain itu 
KDPPLKS memiliki peranan sebagai panutan dalam penyampaian pendapat oleh 
auditor. Dan memiliki peran penyampaian informasi oleh pemakai laporan 
keuangan (Wiyono, 2013:68). 
 Asumsi dasar yang ditentukan IAI dalam pengakuan, pengukuran dan 
penyajian transaksi keuangan ada dua yaitu dasar akrual dimana transaksi diakui 
pada saat akad terjadi bukan pada saat penerimaan kas. Sedangkan yang kedua 
adalah kelangsungan usaha dimana laporan keuangan disusun untuk memprediksi 
bagaimana entitas usaha dimasa depan (Wiyono, 2013:79).  
 
2.6.2 Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Syariah) 
Muslim (2015:243) menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan akad qardh  
yang dipakai sebagai pendamping akad rahn 
Menurut Nurhayati (2016:269) akuntani rahn ada dua yaitu bagi pihak yang 
menerima gadai (murtahin) dan pihak yang menggadaikan (rahin). 
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1. Bagi penerima gadai (Murtahin).  
Tabel 2.2 
Perlakuan Akuntansi Penerima Gadai 
 
Pada saat penerimaan barang gadai tidak dijurnal hanya saja dibuatkan 
tanda penerimaan barang. 
1.  Pada saat menyerahkan uang pinjaman. 
Piutang 
Kas 
xxx  
xxx 
2.  Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan. 
kas 
Pendapatan 
xxx  
xxx 
3.  Pada saat mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan dan penyimpanan. 
Beban 
Kas 
xxx  
xxx 
4. Pada saat pelunasaan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan 
dengan membuat tanda serah terima barang. 
Kas 
Piutang 
xxx  
xxx 
5. Saat jatuh tempo, utang tidak terlunasi dan barang gadai dijual. 
Kas 
Piutang 
xxx  
xxx 
Sumber: Nurhayati (2016). 
 
 
2. Bagi pihak yang menggadaikan (Rahin). 
Tabel 2.3 
Perlakuan Akuntansi untuk Penggadai 
1.  Pada saat menerima uang pinjaman. 
Kas 
utang 
xxxx  
xxx 
2.  Pembayaran hutang untuk biaya pemeliharaan dan 
penyimpanan. 
Beban 
Kas 
xxx  
xxx 
3.  Ketika dilakukan pelunasan atas hutang. 
Utang 
Kas 
xxx  
xxx 
Tabel berlanjut… 
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4 Pada saat Jatuh tempo tapi hutang tidak terlunasi dan barang 
jaminan dijual. 
Kas 
Akumulasi Penyusutan 
(asset tetap) 
xxx  
xxx 
Kerugian (jika untung) 
Keuntungan (jika Untung) 
Aset 
xxx  
xxx 
xxx 
Pelunasan hutang dari barang yang dijual. 
Utang 
Kas 
xxx  
xxx 
Sumber: Nurhayati (2016) 
2.6.3. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah berdasarkan PSAK 107 
Dalam PSAK 107 mengenai pembiayaan ijarah ada beberapa poin penting 
yang harus diungkapkan diantaranya: 
Tabel 2.4. 
Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 
 
Macam-macam Transaksi Perlakuan akuntansi berdasarkan 
PSAK 107 
Pengakuan dan Pengukuran  
a. Biaya Perolehan 
 
Objek Ijarah diakui pada saat objek 
ijarah diperoleh sebesar biaya 
perolehan. 
b. Penyusutan dan Amortisasi Objek ijarah disusutkan atau 
diamortisasi, jika berupa asset yang 
dapat disusutkan dan diamortisasi, 
sesuai dengan kebijakan penyusutan 
dan amortisasi untuk asset sejenis 
selama umur manfaatnya (nilai 
ekonomis).  
c. Pendapatan dan Beban 1. Pendapatan sewa selama masa 
akad diakui pada saat manfaat atas 
asset telah diserahkan kepada 
penyewa. 
2. Piutang pendapatan diukur pada 
saat nilai terealisasikan pada akhir 
periode pelaporan. 
Tabel berlanjut… 
Lanjutan Tabel 2.3. 
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3. Pengakuan biaya perbaikan  
a) Biaya rutin 
b) Biaya tidak rutin 
Perpindahan kepemilikan Pada saat perpindahan kepemilikan 
objek ijarah dari pemilik kepada 
penyewa dalam ijarah muntahiya 
bittamlik: 
a. Hibah 
b. Penjualan sebelum berakhirnya 
akad. 
c. Penjualan setelah berakhirnya akad. 
d. Penjualan secara bertahap. 
Penyajian Pendapatan ijarah disajikan secara neto 
setelah dikurangi beban yang terkait, 
misalnya beban penyusutan, beban 
pemeliharaan dan perbaikan, dan 
sebagainya 
Pengungkapan Pemilik mengungkapkan dalam 
laporan keuangan terkait transaksi 
ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, 
tetapi tidak terbatas pada: 
a. Penjelasan umum isi akad yag 
signifikan yang meliputi tetapi 
tidak terbatas pada: 
 i. Keberadan wa’ad 
pengalihan kepemilikan 
dan mekanisme yag 
digunakan ( Jika ada wa’ad 
ii. Pegalihan kepemilikan). 
iii. Pembatan-pembatasn, 
ijarah lanjutan. 
iv. Agunan yang digunakan 
(jika ada). 
b. Nilai perolehan dan akumulasi 
penyusutan atau amortisasi untuk 
setiap kelompok asset ijarah. 
c. Keberadaan transaksi jual dan 
ijarah (jika ada). 
Sumber : PSAK 107 
Lanjutan tabel 2.4 
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Menurut Nurhayati (2016:236), Akuntansi ijarah ada 2 yaitu akuntansi 
untuk pemberi sewa dan penerima sewa. Penjurnalan akuntansi untuk pemberi sewa 
dapat dilihat di bawah ini. 
Tabel 2.5. 
Perlakuan Akuntansi untuk Pemberi Sewa 
 
1.  Biaya perolehan, diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya 
perolehan. 
Aset Ijarah 
Kas/Utang 
xxx  
xxx 
2. Penyusutan 
Biaya Penyusutan 
akumulasi Penyusutan 
xxx  
xxx 
3. Pendapatan sewa diakui pada saat akhir periode pelaporan. 
Kas/Piutang sewa 
Pendapatan sewa 
xxx  
xxx 
4. Biaya perbaikan sewa. 
a.  Jika perbaikan rutin. 
Biaya perbaikan 
Utang 
 
xxx 
 
 
xxx 
b.  
 
Jika perbaikan tidak rutin 
Biaya Perbaikan 
Kas/utang/perbaikan 
 
xxx 
 
 
xxx 
c.  IMBT 
Biaya Perbaikan  
Kas/utang/ perlengkapan 
 
xxx 
 
 
xxx 
5. Perpindahan kepemilikan objek ijarah. 
a.  Hibah   
Beban ijarah  
Akumulasi penyusutan 
Aset Ijarah 
xxx 
xxx 
 
 
xxx 
b.  Penjualan sebelum berakhirnya sewa 
Kas/Piutang 
Akumulasi Penyusutan 
Kerugian* 
keuntungan** 
Aset ijarah 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
xxx 
xxx 
* jika nilai buku lebih besar dari harga jual. 
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual. 
c.  Penjualan setelah selesai masa akad 
Kas xxx  
Lanjutan Tabel… 
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Kerugian* 
Akumulasi Penyusutan 
Keuntungan** 
Aset Ijarah 
xxx 
xxx 
 
 
xxx 
xxx 
*jika nilai buku lebih besar dari nilai jual 
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual. 
d.1
. 
Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat diakui sebagai 
keuntungan/kerugian. 
Kas 
Kerugian* 
Akumulasi Penyusutan 
Keuntungan** 
Aset Ijarah 
xxx 
xxx 
xxx 
 
 
 
xxx 
xxx 
 *jika nilai buku lebih besar dari harga jual 
** jika nilai buku lebih kecil dari harga jual 
2. Bagian objek yg tidak dibeli penyewa. 
Aset lancar/tidak lancar 
Akumulasi penyusutan 
Aset ijarah 
xxx 
xxx 
 
 
xxx 
6.   Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi 
beban-beban. 
7. pengungkapan (Penjelasan akad secara signifikan,nilai perolehan dan 
akumulasi penyusutan asset ijarah). Keberadaan transaksi jual dan 
ijarah (jika ada).  
Sumber : Nurhayati (2016). 
 
 
Tabel 2.6. 
Akuntansi untuk Penyewa 
1.  Beban sewa diakui pada saat akad 
Beban sewa  xxx  
Kas/utang  xxx 
2.  Biaya penyewaan objek ijarah pada akad terjadinya 
Beban Pemeliharaan ijarah xxx  
Kas/utang/perlengkapan.  xxx 
Pada saat penyewa memberi pinjaman biaya penyewaan ke penyewa 
Piutang xxx  
Kas/Utang/Perlengkapan  xxx 
3.  Perpindahan kepemilikan.   
a) Hibah (aset dan keuntungan di akui sebesar nilai wajar). 
Aset non kas (Eks Ijarah) xxx  
Keuntungan  xxx 
 b) Pembelian asset pada masa sebelum berakhirnya penyewaan, maka 
asset diakui sebesar pembayaran cicilan sewa.  
Asset Nonkas (Es ijarah)  xxx  
Lanjutan Tabel 2.5 
Lanjutan Tabel… 
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Kas  xxx 
c) Pembelian setelah masa akad berakhir, asset diakui sebesar pembayaran 
yang disepakati.  
Aset Nonkas (EKs Ijarah) xxx  
Kas  xxx 
d) Pembelian objek ijarah secara bertahap, asset diakui diakui sebesar 
biaya perolehan objek ijarah. 
Aset nonkas xxx  
Kas  xxx 
Utang  xxx 
4. Jika LKS menyewakan kembali asset ijarah maka kedua akuntansi untuk 
pemilik dan penerima harus di terapkan dalam PSAK ini. 
5. Pengungkapan, penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan ini 
tetapi tidak terbatas pada: 
a. Total pembayaran. 
1. Keberadaan wa’ad  
2. Pembatasan-pembatasan  
3. Agunan yang di gunaan 
b. Transaksi jual dan ijarah mengenai keuntungan atau kerugian yang 
diakui.  
Sumber : Nurhayati (2016) 
 
Dalam penelitian Isini (2017) menyebutkan ada beberapa poin penting terkait 
penerapan Fatwa DSN-MUI No 25/ DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 terhadap 
pembiayaan rahn diantaranya: 
1. Pada saat terjadinya akad rahn, rahin menyerahkan marhun dan rahn membayar 
biaya administrasi. 
2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan, bisa dilakukan dengan cara cicilan 
ataupun pada saat jatuh tempo. jika pembyaraan angsuran tidak penuh rahin 
mengakui pendapatan ujrah terlebih dahulu. 
transaksi (cash basis). 
3. Pada saat perpanjangan pembiayaan rahn, rahin harus melunasi kekurangan 
ujrah dan dibuatka akad baru 
Lanjutan Tabel 2.6. 
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4. Pada saat terjadi penebusan atau pembayaran lunas marhun bih, rahin 
membayar lunas pinjaman dan murtahin mengembalikan marhun. 
5. Pada saat terjadi pelelangan marhun, murtahin hanya mengambil kekurangan 
dari kekurangan angsuran rahin. 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis membutuhkan waktu mulai dari 
pengajuan judul skripsi sampai penyusunan skripsi dimulai pada bulan Oktober 
2017. Lokasi yang penulis jadikan objek dalam skripsi ini adalah BMT Syariah 
Islam Mandiri Boyolali yang beralamat di Jalan Raya Mangun-Sambi KM 7 Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. 
Penulis memilih BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali sebagai tempat penelitian 
dikarenakan BMT tersebut menerapkan akad Ar-Rahn. Peneliti ingin mengetahui 
apakah akad rahn yang dijalankan BMT sesuai dengan Fatwa DSN-MUI sebagai 
dasar hukumnya dan PSAK 107 sebagai pencatatan transaksi akuntansinya.  
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Afrizal (2015:13), 
penelitian kualitatif adalah metode yang pengumpulan dan penganalisisan datanya 
dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat keadaan objek 
sehingga data yang diperoleh berupa kata-kata bukan angka yang kemudian 
dideskripsikan menjadi kata-kata.  
 
3.3. Data dan Sumber Data 
 Sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer 
dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari 
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hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan karyawan BMT Syariah Islam 
Mandiri. Karyawan yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah Manajer 
selaku pimpinan, bagian akuntansi yang merupakan pencatat transaksi keuangan 
dan marketing sebagai orang yang melakukan pemasaran produk BMT. Sedangkan 
data sekunder berupa bukti pencatatan laporan keuangan, brosur, struktur organisasi 
dan lain sebagainya.  
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian kualitatif, pengambilan data yang digunakan berdasarkan 
pengamatan langsung pada penelitian. Data yang digunakan menggunakan data 
primer sehingga teknik yang digunakan lebih berfokus pada observasi, wawancara 
dan dokumentasi.   
1. Wawancara 
Wawancara ini merupakan wawancara terstruktur dimana peneliti 
menentukan pokok masalah dan membuat pedoman wawancara yang akan 
ditanyakan kepada narasumber. Dalam hal ini peneliti menntukan tiga narasumber 
dari BMT yaitu manajer, bagian akuntansi dan marketing.  Selain itu peneliti juga 
menggunakan minimal 2 narasumber nasabah yang akan diwawancarai. 
2. Observasi 
Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan 
pembiayaan rahn yang dilakukan oleh BMT. Mulai dari penjelasan nasabah 
mengenai akad rahn sampai pencatatan transaksinya. Hal ini dilakukan untuk 
mendapatkan data yang akurat. 
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3. Dokumentasi 
Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto hasil 
kegiatan wawancara, brosur, catatan-catatan kecil dari wawancara dan laporan 
keuangan BMT Syariah Islam Mandiri sebagai data pelengkap dalam penelitian ini. 
Dengan adanya dokumentasi sebagai bukti pendudung maka informasi akan lebih 
akurat. 
 
3.5. Teknik Analisis Data 
 . Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi 
selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. 
Selanjutnya akan diuji kredibilitas datanya dengan menggunakan teknik triangulasi. 
Teknik analisis data bertujuan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat 
dipahami oleh semua pengguna informasi. Teknik analisis data harus dilakukan 
secara sistematis dan terstruktur agar mudah ditarik kesimpulan 
 Dalam penelitian ini ada beberapa cara yang penulis lakukan dalam 
menganalisis data, menurut Sugiyono (2015:247) ada beberapa komponen dalam 
analisis data kualitatif diantaranya data collection, data reduction, data display, 
conclusions : drawing/verifying. 
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Gambar 3.1. 
 Komponen Dalam Analisis Data Interative Model. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono (2015). 
1. Data Collection.  
Peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, data yang 
dibutuhkan dikumpulkan menjadi satu yang nantinya akan dijadikan bahan 
analisis. 
2. Data Reduction. 
Mereduksi data berarti merangkum, memilah-milah data yang 
penting dan tidak. Proses ini dilakukan karena banyaknya data yang 
diperoleh dari lapangan. Semakin lama penelitian dilapangan maka akan 
semakin banyak pula data yang didapat. Jika data tidak direduksi maka 
peneliti akan kesulitan dalam memilih data yang penting. Pereduksian data 
Data Collection 
Data reduction 
Data Display 
Conclusions: drawing/verifying 
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bisa dilakukan dengan menggunakan catatan-catatan atau kode agar data 
mudah dicari lagi jika diperlukan. 
3. Data display 
Data yang telah direduksi harus disajikan. Tujuan dalam 
pendisplaian data, agar peneliti mudah memahami apa yang sebenarnya 
terjadi dalam penelitian dan bagaimana langkah yang harus diambil untuk 
rencana kerja kedepan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbeda 
dengan penelitian kuantitatif. Penyajian data bisa berupa uraian kata-kata 
singkat, bagan, flowchart dan lain sebagainya. Penyajian data merupakan 
hal yang tidak mudah. Karena, pada realitanya fenomena dilapangan lebih 
rumit dan komplek jika dibandingkan dengan apa yang dibayangkan. 
4. Conclusion: drawing/verifying. 
Hal yang paling penting dalam analisis data adalah menarik 
kesimpulan dan melakukan verifikasi. Penarikan kesimpulan ini bertujuan 
untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan diawal. Tetapi 
dalam rumusan masalah ini sifatnya masih sementara. Kesimpulan ini masih 
bisa berubah-ubah tergantung data yang di temukan dilapangan. Jika data 
yang ditemukan dapat memperkuat kesimpulan pertama maka data tersebut 
di anggap valid. Tetapi jika tidak maka kesimpulan akan dapat berubah.  
 
3.6. Uji Kredibilitas Data 
Peneliti menggunakan pengujian kredibilitas data dengan teknik triangulasi. 
Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
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Tringulasi sumber yang peneliti gunakan adalah membandingkan hasil wawancara 
antara satu narasumber dengan narasumber lain. Sedangkan triangulasi teknik 
adalah membandingkan pernyataan dari narasumber dengan bukti lain seperti 
dengan bukti laporan keuangan. 
Ada beberapa tahapan yang peneliti gunakan dalam analisis data di BMT 
Syariah Islam Mandiri Boyolali diantaranya: 
1. Mengumpulkan berbagai data dengan melakukan wawancara, observasi, 
dokumentasi, dengan karyawan dan nasabah BMT Syariah Islam Mandiri 
Boyolali. Selain itu juga dengan mengumpulkan data sekunder seperti 
laporan keuangan, brosur, dll. 
2. Peneliti mereduksi data yang diperoleh. 
3. Peneliti melakukan uji kredibilitas data. 
4. Peneliti melakukan analisis data yang diperoleh pada objek penelitian. 
5. Hasil analisis data dilakukan evaluasi dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK 
107 tentang ijarah. 
6. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian. 
 BAB IV 
PEMBAHASAN 
 
4.1.  Gambaran Umum 
4.1.1. Sejarah BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali 
BMT Syariah Islam Mandiri beralamat di Jalan Raya Mangun-Sambi KM 
7 Desa Soboketo Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa 
Tengah.  Didirikan pada tanggal 7 Maret 2008 di Pondok Pesantren Nur Huda 11, 
Desa Senting, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
Didaftarkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Kabupaten Boyolali dengan Badan Hukum Nomor: 859/BH/XIV/IX/2008. Serta 
telah mendapat Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Boyolali tanggal 9 Oktober 2015 dengan Nomor: 
518/036/SIUSPK/17/X/2015. Selain itu juga telah mendapat Sertifikat Nomor 
Induk Koperasi (NIK) dari Menteri Koperasi dan UMKM. 
Modal utama BMT Syariah Islam Mandiri sebagai modal dasar kegiatan 
operasional sehari-hari terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan 
penyertaan, cadangan-cadangan dari penyisihan hasil usaha serta dana dari hasil 
pembagian sisa hasil usaha pada setiap Rapat Anggota Tahunan pada tutup buku 
akhir tahun. 
 Menurut Bapak Suwardjo selaku ketua BMT Syariah Islam Mandiri, hal 
utama yang melatarbelakangi pendirian lembaga BMT Syariah Islam Mandiri 
adalah, dikarenakan banyaknya praktik riba yang ada di lembaga keuangan 
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konvensional. Masyarakat dan pengusaha golongan menengah kebawah masih 
kesulitan mencari pembiayaan untuk penambahan modal usaha mereka.  
 
4.1.2. Misi dan Visi BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali 
Misi ”BMT Syariah Islam Mandiri” adalah mewujudkan gerakan 
pembebasan para anggota BMT Syariah Islam Mandiri yang mandiri dari 
ekonomi riba dalam peningkatan kesejahterahan kuat dan sehat berdasarkan 
prinsip syariah. 
Visi BMT Syariah Islam Mandiri adalah menjadikan lembaga keuangan 
yang mandiri, kuat dan sehat dengan cara sebagai berikut: 
1. Meningkatkan pengetahuan bagi para anggota khususnya para pengelola BMT 
Syariah Islam Mandiri sehingga mampu memberi konstribusi secara nyata. 
2. Melaksanakan 6 (enam) tabiat luhur “Rukun, Kompak, Kerjasama, Jujur, 
Amanah, Hemat” dalam kegiatan operasional keseharian. 
3. Menghimpun dana dari para anggota BMT Syariah Islam Mandiri sebagai 
sarana peningkatan usaha. 
 
4.1.3. Struktur organisasi  
Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum, dalam kegiatan 
usahanya BMT Syariah Islam Mandiri harus memiliki struktur organisasi yang 
jelas. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya berjalan dengan 
lancar. Karena masing-masing karyawan memiliki pembagian kerja yang jelas. 
Struktur organisasi BMT Syariah Islam Mandiri terlampir. 
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4.1.4. Pengurus 
A. Susunan Pengurus “BMT Syariah Islam Mandiri”  
1. Ketua   : H. Suwardjo, SE. MESy 
2. Wakil Ketua  : Drs. H. Ngadiyo, MM 
3. Sekretaris  : Jumadi, S.Pd 
4. Wakil Sekretaris : Joko  Susilo, ST 
5. Bendahara  : Agus Ali Rosidi, SH 
B. Dewan Penasehat 
1. KH. Abdus Shomad 
2. KH. Rohmadi 
3. KH. Sri Widodo 
4. KH. Suhardi AS 
C. Pengawas  
Dewan Pengawas Syariah: 
1. H. Drs. Dja’far 
2. H. Mujahid  
Dewan Pengawas Manajemen: 
1. H. Ilham Masruri, SE 
2. H. AR. Sukiman, SE 
 
4.1.5. Produk BMT Syariah Islam Mandiri 
Sebagai lembaga keuangan mikro yang sudah berdiri sejak tahun 2008 
BMT Syariah Islam Mandiri terus mengalami pertumbuhan. Banyak produk-
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produk yang ditawarkan oleh BMT Syariah Islam Mandiri diantaranya mulai dari 
produk simpanan sampai produk pembiayaan.  
1. Simpanan. 
BMT Syariah Islam Mandiri siap membantu Anda dalam menyimpan dana 
dengan aman. Kami memberikan pelayanan dengan MUDAH, CEPAT, 
MENARIK DAN MENGUNTUNGKAN. Untuk memudahkan Anda mengatur 
dana, BMT Syariah Islam Mandiri menyediakan beberapa jenis simpanan. 
a. Simpanan Mudharabah 
 Sistem tabungan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Jika tabungan 
nasabah sudah mencapai batas yang ditentukan BMT maka nasabah berhak 
mendapatkan bagi hasil dari BMT. Besarnya bagi hasil ditentukan 
berdasarkan kesepakatan bersama. Simpanan ini dapat diambil sewaktu-
waktu, setoran awal minimal Rp. 10.000 selanjutnya minimal setoran Rp 
5.000. 
b. Simpanan Berjangka/Deposito 
 Simpanan deposito ini merupakan simpanan yang dilakukan oleh 
nasabah dengan menggunakan jangka waktu. Jangka waktu minimal 3 bulan 
sampai 12 bulan. Setoran awal minimal Rp. 1.000.000. 
c. Simpanan Qurban 
Simpanan ini ditujukan untuk nasabah yang ingin melakukan qurban 
dengan cara menabung dengan setoran awal minimal Rp. 10.000, selanjutnya 
minimal Rp 5.000.  
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d. Simpanan Haji 
BMT Syariah Islam Mandiri membantu nasabah dalam penyimpanan 
untuk biaya haji. Setoran awal minimal Rp 20.000, selanjutnya minimal Rp. 
10.000. 
2. Pembiayaan. 
 Pembiayaan ini merupakan produk BMT Syariah Islam Mandiri yang 
bertujuan untuk membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk 
melakukan transaksi peminjaman dana untuk kegiatan usaha ataupun kebutuhan 
lainnya. Ada beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh BMT Syariah Islam 
Mandiri diantaranya: 
a. MSA (Musyarakah) 
 BMT Syariah Islam Mandiri dapat membantu menambah modal usaha 
Anda. Pengembalian dengan cara angsuran. Bagi hasil ditentukan berdasarkan 
komposisi modal dan kesepakatan bersama. 
b. MDA (Mudharabah) 
 BMT Syariah Islam Mandiri memberikan modal kepada Anda untuk 
mengelola sebuah usaha. Bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan 
utama. 
c. MBA (Murabahah) 
 BMT Syariah Islam Mandiri menyediakan barang-barang kebutuhan Anda, 
dengan pembayaran angsuran, pemberian margin (keuntungan) berdasarkan 
kesepakatan bersama. 
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d. Jasa Al Qardul Hasan 
 BMT Syariah Islam Mandiri memberikan pembiayaan khusus yang bersifat 
sosial tanpa bagi hasil. 
e. Ar-Rahn 
 Pembiayaan yang dilakukan dengan memberikan barang jaminan sebagai 
tangguhannya. Pembayaran dilakukan dengan angsuran dan lama pembiayaan 
sesuai dengan kesepakatan. 
 Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi nasabah baik nasabah umum 
maupun nasabah kelompok usaha dalam pengajuan pembiayaan diantaranya:  
1. UMUM 
 Mengisi formulir pembiayaan 
 Fotocopi KTP Pemohon dan KTP Istri 
 Fotocopi Kartu Keluarga 
 Rekening listrik 
 Membuka Rekening tabungan 
 Agunan Surat Berharga atau kekayaan usaha 
 Bersedia disurvei 
2. BAGI KELOMPOK USAHA 
 Sesuai dengan ketentuan umum di atas 
 Anggota kelompok minimal 3 orang 
 Minimal mempunyai pengurus kelompok  
 Ada Ketua dan Bendahara 
 Bersifat tanggung renteng antar anggota 
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4.2. Skema Pembiayaan Ar-Rahn 
Pembiayaan Ar-rahn atau lebih dikenal dengan nama gadai syariah adalah 
pembiayaan peminjaman uang dengan menggunakan agunan. Lembaga keuangan 
syariah yang menerapkan pembiayaan rahn mempunyai mekanisme pembiayaan 
yang berbeda-beda. Syarat-syarat yang diajukan pun berbeda-beda. Jika 
dibandingkan dengan lembaga keuangan bank, BMT memberikan kemudahan 
dalam pengajuan pembiayaan rahn. Hal ini dilakukan karena jangkauan utama 
dari pembiayaan rahn di BMT bukanlah untuk masyarakat menengah keatas 
melainkan untuk masyarakat golongan menegah kebawah.  
Barang berharga yang diajukan sebagai agunan bermacam-macam mulai 
dari meubel, barang elektronik misalnya televisi, sertifikat tanah, dan BPKB. 
BMT Syariah Islam Mandiri tidak menerima pembiayaan rahn dengan 
menggunakan agunan berupa emas. Seperti halnya yang disampaikan oleh ibu 
Mia selaku Manajer BMT Syariah Islam Mandiri 15 Desember 2017, pukul 11.00 
WIB. 
“Dulunya emang kita pernah menggunakan emas sebagai jaminan, tapi 
sekarang sudah tidak lagi mbak. Emas itu kan sebenernya uang ya mbak, 
pegadaian itu kan tidak menggadaikan uang untuk memperoleh uang tapi 
menggadaikan barang untuk memperoleh uang jadinya kami memutuskan untuk 
tidak menggunakan emas”. 
 
BMT Syariah Islam Mandiri beranggapan bahwa emas di Negara Arab 
dijadikan bahan pembuatan uang, berarti emas itu merupakan uang dan 
pembiayaan rahn adalah pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman berupa uang 
jadi mereka memutuskan untuk tidak menggunakan emas sebagai barang agunan. 
Selain itu agunan yang digunakan untuk peminjaman uang harus atas nama atau 
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kepemilikan sendiri, hal ini dilakukan untuk menghindari tindak kecurangan dan 
penipuan dari pihak tidak bertanggungjawab. 
Sampai sekarang ini pembiayaan ar-rahn di BMT Syariah Islam Mandiri 
cukup diminati masyarakat. Hal ini dibuktikan karena sejak dibukanya 
pembiayaan ar-rahn pada 3 tahun terakhir sudah terdapat sekitar dua ribu nasabah 
yang melakukan pembiayaan ar-rahn. Selain itu pembiayaan ar-rahn sendiri 
menduduki proporsi sebesar 40% dari total seluruh pembiayaan yang ada di BMT 
Syariah Islam Mandiri.  Seperti yang disampaikan ibu Mia Selaku Manajer 
“Berapa ya sekitar 40% an ada mbak”. Selain itu beliau juga memaparkan bahwa 
Rata-rata dari nasabah yang melakukan pembiayaan 80% dapat melunasi 
hutangnya sesuai tanggal jatuh tempo pelunasan.  
Dalam pembiayaan Ar-rahn di BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali tidak 
semua nasabah yang mengajukan pembiayaan ar-rahn disetujui oleh BMT. Jika 
nasabah yang mengajukan pembiayaan ar-rahn tidak memenuhi persyaratan maka 
pihak BMT tidak akan mencairkan dana untuk nasabah tersebut. Sebaliknya jika 
nasabah memenuhi syarat maka BMT akan mencairkan dana untuk nasabah 
tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko ketidakmampuan nasabah 
membayar hutangnya. 
 Untuk mempermudah memahami bagaimana alur pembiayaan ar-rahn di 
BMT Syariah Islam Mandiri maka dapat dilihat pada skema dibawah ini: 
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Gambar 4.1. 
Skema Pembiayaan Ar-rahn BMT Syariah Islam Mandiri 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Wawancara dengan ibu Mia Manajer BMT Syariah Islam Mandiri 
Prosedur pembiayaan ar-rahn di BMT Syariah Islam Mandiri sebagai berikut: 
1. Nasabah menyiapkan berkas-berkas dan barang agunan yang akan digunakan 
sebagai syarat pengajuan pembiayaan ar-rahn.  
2. Nasabah datang ke BMT Syariah Islam Mandiri untuk mengajuan berkas 
pembiayaan. 
3. BMT Syariah Islam Mandiri mempelajari berkas yang diserahkan oleh 
nasabah. 
4. Setelah berkas dipelajari, BMT Syariah Islam Mandiri mengajukan survei 
kerumah calon nasabah. 
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5. Setelah melakukan survei BMT Syariah Islam Mandiri memutuskan apakah 
nasabah memenuhi persyaratan untuk diberikan pinjaman atau tidak 
b. Jika tidak maka BMT Syariah Islam Mandiri menolak dengan memberikan 
alasan yang sesuai. 
c. Jika BMT menyetujui pengajuan pembiayaan nasabah, maka BMT akan 
memberikan pinjaman kepada nasabah. 
6. Setelah BMT Syariah Islam Mandiri menyetujui pembiayaan nasabah, maka 
antara Nasabah dan BMT melakukan akad dan pencairan dana. Semua 
ketentuan dalam pembiayaan disampaikan pada saat akad. Jika salah satu 
pihak tidak menyetujui akad tersebut, maka akad dianggap tidak sah.   
7. Dalam proses akad, marhun dan marhun bih harus sudah ada. Akad dianggap 
tidak sah jika marhun atau marhun bih tidak tersedia dalam proses akad. 
8. Setelah akad sudah sah maka marhun diberikan kepada BMT Syariah Islam 
Mandiri sebagai jaminan dari peminjaman uang. Nasabah menerima uang 
sebagai piutang dari BMT. 
 
4.3. Akad yang Digunakan Dalam Pembiayaan Ar-Rahn 
Dalam transaksi pembiayaan ar-rahn yang diterapkan BMT Syariah Islam 
Mandiri ada beberapa akad yang dipakai. Ada 3 akad yang dipakai dalam 
transaksi pembiayaan ar-rahn diantaranya akad qardh, rahn dan ijarah. Ketiga 
akad yang dipakai tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda diantaranya: 
1. Akad qardh, akad ini berfungsi sebagai pengikat jaminan yang disediakan 
oleh BMT Syariah Islam Mandiri. Dalam hal ini BMT menyediakan uang 
yang akan dipinjamkan kepada nasabah. 
69 
 
2. Akad Rahn, berfungsi sebagai pengikat barang berharga lain yang 
dijaminkan kepada BMT Syariah Islam Mandiri atas peminjaman uang. 
3. Akad Ijarah adalah akad yang berfungsi untuk penghitungan biaya 
penyimpanan, biaya asuransi dan biaya pemeliharaan. Semua biaya yang 
timbul terkecuali biaya administrasi dari transaksi rahn dihitung berdasarkan 
akad ijarah.  
Pernyataan ini disampaikan oleh Bapak Suwardjo selaku ketua BMT 
Syariah Islam Mandiri 15 Desember 2017, pukul 10.00 WIB. 
“Akadnya seperti yang dibuku yang saya suruh fotocopi tadi, semuanya sudah 
jelas dan lengkap jadi bisa dipelajari sendiri ada qardh, ijarah dan rahn itu sendiri” 
 
Ketiga akad yang dipakai oleh BMT Syariah Islam Mandiri sudah sesuai 
dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pembiayaan ar-rahn 
yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Penggunaan akad yang sesuai 
dengan peraturan diharapkan BMT sudah memenuhi ketentuan syariat yang 
berlaku. Sehingga pembiayaan rahn yang dijalankan tidak merugikan salah satu 
pihak. 
 
4.4. Kesesuaian Implementasi Penerapan Fatwa DSN MUI No 25/DSN-
MUI/III/2002 
Penggunaan Fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn 
berfungsi sebagai dasar hukum dalam implementasi ar-rahn di lembaga keuangan 
syariah tidak terkecuali di BMT Syariah Islam Mandiri. Semua lembaga yang 
menerapkan pembiayaan ar-rahn dengan menggunakan barang agunan selain 
emas, misalnya barang elektronik seperti televisi, Sertifikat rumah, sertifikat 
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tanah, BPKB sepeda motor menggunakan fatwa DSN-MUI No 25/DSN-
MUI/III/2002 tentang rahn. Sedangkan untuk barang berharga berupa emas 
menggunakan fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas.  
Adapun deskripsi dari implementasi DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 
tentang rahn mengenai pembiayaan ar-rahn di BMT Syariah Islam Mandiri adalah 
sebagai berikut:  
1. Penahanan barang jaminan oleh murtahin diperbolehkan, dalam hal ini 
barang berharga nasabah yang dijadikan jaminan ditahan oleh BMT Syariah 
Islam Mandiri sampai nasabah bisa melunasi semua hutangnya. Lamanya 
penahan barang jaminan tergantung pada lamanya peminjaman hutang. Jika 
sudah pada jatuh tempo nasabah dapat melunasi hutangnya, maka barang 
jaminan diserahkan kembali kepada nasabah. 
2. Pemanfaatan marhun oleh murtahin, dalam penahanan barang jaminan BMT 
Syariah Islam Mandiri tidak memanfaatkan barang tersebut. Barang jaminan 
yang ditahan selanjutnya disimpan dan dirawat dengan baik oleh BMT 
Syariah Islam Mandiri tanpa mengurangi nilai barang tersebut.  
3. BMT mengenakan biaya yang ditangguhkan kepada rahin. Biaya tersebut 
diantaranya biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Biaya administrasi 
merupakan biaya untuk membeli materai, kertas untuk akad dan lain 
sebagainya yang harus dibayar rahin diawal akad. Sedangkan biaya 
penyimpanan adalah biaya yang ditimbulkan untuk menyimpan barang 
jaminan. Semua biaya yang timbul merupakan tanggungan rahin. Jika biaya 
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ditanggung oleh murtahin maka pada saat jatuh tempo rahin harus tetap 
menggantinya. 
Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun yang harus 
dibayar oleh rahin ditentukan berdasarkan berapa banyaknya pinjaman yang 
diberikan. Semakin banyaknya pinjaman yang diajukan rahin maka semakin 
banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh rahin. Untuk 
mempermudahkan penghitungan maka digunakan presentase biaya 
pemeliharaan dan penyimpanan sebesar 2% dari total pinjaman. Sesuai 
dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Mia, Manajer BMT Syariah 
Islam Mandiri 15 Desember 2017, pukul 11.00 WIB.  
“…Misalnya biaya administrasinya Rp 10.000 dan biaya penyimpanan 2% 
untuk mempermudah penghitungan…” 
 
4. Pada saat penjualan marhun 
Pada saat jatuh tempo pelunasan pinjaman maka rahin harus segera 
melunasinya. Jika rahin belum bisa melunasinya maka murtahin berhak 
untuk memperingatkan rahin agar segera melunasinya. Tetapi jika rahin 
masih tetap tidak bisa membayar hutangnya maka barang jaminan akan 
dijual dengan cara pelelangan. Segala biaya yang timbul dari pelelangan 
merupakan tanggungjawab rahin. 
Setelah barang jaminan dilelang maka uang hasil pelelangan akan 
digunakan oleh murtahin untuk membayar kekurangan hutang rahin setelah 
dikurangi biaya lelang dan biaya penyimpanan yang masih harus dibayar. 
Jika ada kelebihan dalam penjualan marhun maka kelebihannya akan 
dikembalikan kepada rahin. Sebaliknya jika masih ada kekurangan maka 
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rahin masih berkewajiban membayar kekurangannya. Hal ini Sesuai dengan 
yang disampaikan oleh ibu Mia Manajer BMT Syariah Islam Mandiri pada 
15 Desember 2017, pukul 11.00 WIB. 
“Ya kita datangi mbak, kita tanyakan alasannya kenapa belum bisa 
melunasi. Kalau bener-bener gak bisa melunasi barang jaminan kita lelang, 
dan kita potongkan kekurangannya selebihnya kita kembalikan”. 
 
Data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan ibu Mia selaku 
Manajer BMT Syariah Islam Mandiri selanjutnya dilakukan analisis dengan 
teknik analisis deskriptif. Uji kredibilitas yang digunakan adalah teknik 
triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Setelah kita mendapatkan hasil 
wawancara dengan Ibu Mia selanjutnya hasil wawancara tersebut kita 
bandingkan dengan Ibu Titin selaku pihak akuntansi dan Bapak Suroyo 
selaku Marketing BMT Syariah Islam Mandiri. Adapun hasil penelitian 
mengenai Implementasi Fatwa DSN MUI No. 25 adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.1. 
Hasil Analisis kesesuaian antara Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 
dengan penerapan di BMT Syariah Islam Mandiri 
N
O 
Fatwa DSN MUI No 
25/DSN-MUI/III/2002 
Penerapan di BMT 
Syariah Islam Mandiri 
Sesuai Tidak 
sesuai 
1 Murtahin mempunyai 
hak menahan marhun 
sampai semua barang 
dilunasi. 
BMT menahan agunan 
sampai semua hutang 
dilunasi nasabah √ 
 
2 Marhun dan Manfaatnya 
tetap menjadi milik 
Rahin. 
BMT hanya menyita barang 
agunan, akan tetapi barang 
tersebut masih merupakan 
hak milik nasabah. 
√ 
 
  Tabel berlanjut… 
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Tabel Berlanjut… 
Lanjutan Tabel 4.1.    
N
O 
Fatwa DSN MUI No 
25/DSN-MUI/III/2002 
Penerapan di BMT 
Syariah Islam Mandiri 
Sesuai Tidak 
sesuai 
 Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan 
oleh Murtahin kecuali 
seizin Rahin, dengan 
tidak mengurangi nilai 
Marhun dan 
pemanfaatannya itu 
sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan 
perawatannya. 
Barang agunan 
dikembalikan jika nasabah 
sudah melunasi hutangnya. 
  
3 Pemeliharaan dan 
Penyimpanan Marhun 
pada dasarnya menjadi 
kewajiban Rahin, Namun 
dapat juga oleh 
Murtahin, sedangkan 
biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap 
menjadi kewajiban 
Rahin. 
BMT Syariah Islam Mandiri 
membebankan nasabahnya 
dengan biaya administrasi 
dan  penyimpanan. 
√ 
 
4 Besar biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan 
Marhun tidak boleh 
ditentukan berdasarkan 
jumlah pinjaman. 
Dasar dari biaya 
penyimpanan adalah 
pinjaman yang dinilai 
berdasarkan nilai marhun. 
√  
5 Penjualan Marhun. 
a. Apabila jatuh tempo, 
Murtahin harus 
memperingatkan 
Rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
 
BMT mendatangi rumah 
nasabah untuk memberitahu 
bahwa pinjaman sudah jatuh 
tempo. 
√ 
 
 b. Apabila Rahin tetap 
tidak dapat 
melunasi 
hutangnya, maka 
marhun dijual 
paksa/dieksekusi 
melalui lelang 
syariah. 
BMT melakukan lelang 
terhadap jaminan nasabah 
jika sudah dipastikan tidak 
dapat membayar hutangnya. 
√ 
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N
O 
Fatwa DSN MUI No 
25/DSN-MUI/III/2002 
Penerapan di BMT 
Syariah Islam Mandiri 
Sesuai Tidak 
sesuai 
 
 
 
 
 
c. Hasil penjualan 
Marhun digunakan 
untuk melunasi 
hutang, biaya 
pemeliharaan dan 
penyimpanan yang 
belum dibayarkan 
serta biaya 
penjualan. 
BMT memotong hasil 
lelang sesuai dengan 
kekurangan nasabah dan 
biaya pelelangan. 
√ 
 
 d. Kelebihan hasil 
penjualan menjadi 
milik Rahin dan 
kekurangannya 
menjadi kewajiban 
Rahin. 
Kelebihan hasil lelang 
dikembalikan kepada 
nasabah. 
√ 
 
 
4.5. Perlakuan Akuntansi Ar-rahn Berdasarkan PSAK 107 
4.5.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Ar-rahn 
Ada beberapa ketentuan yang dijelaskan dalam PSAK 107 mengenai 
pengakuan dan pengukuran diantaranya: 
1. Pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat 
terjadinya. 
2. Pendapatan sewa pada masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa 
tempat) telah diberikan kepada penyewa (rahin). Pengakuan biaya 
penyimpanan terjadi pada saat terjadinya. 
Sebagai contoh perhatikan transaksi pembiayaan rahn sebagaimana dijelaskan 
oleh Ibu Titin Selaku bagian Akuntansi BMT Syariah Islam Mandiri pada 18 
Desember 2018, pukul 13.00 berikut ini: 
Lanjutan Tabel 4.1 
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Ibu X membutuhkan tambahan modal untuk usahanya. Tambahan modal 
yang diperlukan adalah Rp 10.000.000. Beliau berencana meminjam uang dengan 
menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah. Rencana pelunasan pinjaman akan 
dilakukan dengan cara cicilan perbulannya selama 1 tahun. Oleh karena itu beliau 
mendatangi BMT Syariah Islam Mandiri untuk melakukan transaksi pembiayaan 
rahn. Sertifikat yang dijadikan agunan oleh ibu X ditaksir oleh BMT memiliki 
nilai Rp. 20.000.000. Pihak BMT menyetujui pengajuan pembiayaan oleh ibu X. 
Setelah ibu X mengumpulkan berkas pembiayaan ar-rahn di BMT, pihak 
BMT memberikan penjelasan kepada ibu X mengenai biaya apa saja yang harus 
dikeluarkan oleh ibu X pada pembiayaan ar-rahn: 
1. Biaya administrasi yang dikeluarkan untuk membeli materai dan kertas untuk 
akad sebesar Rp. 10.000. 
2. Biaya penyimpanan dikarenakan barang agunan yang digunakan ibu X adalah 
sertifikat sehingga tidak memerlukan biaya perawatan. Biaya ini ditentukan 
berdasarkan berapa banyaknya pinjaman yang diajukan oleh ibu X dengan 
prosentase 2% untuk biaya penyimpanannya. 
Perhitungannya sebagai berikut: 
= Besarnya pinjaman × Prosentase :  Lamanya peminjaman. 
= Rp 10.000.000 × 2% 
= Rp 200.000 
Jadi besarnya biaya penyimpanan yang harus dibayar oleh ibu X selama 
masa akad adalah Rp 200.000. Dalam pembayaran biaya penyimpanan boleh 
dilakukan pada saat jatuh tempo ataupun dilakukan secara cicilan setiap 
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bulannya. Dalam kasus ini ibu X memilih untuk membayar biaya 
penyimpanan secara cicilan setiap bulannya pada tanggal yang telah 
disepakati, maka jumlah uang yang harus dibayar ibu X dalam setiap bulannya 
adalah. 
= Besarnya pinjaman × Prosentase :  Lamanya peminjaman. 
= Rp 10.000.000 × 2% : 12 
= Rp 850.000 
1. Pengakuan dan Pengukuran pada awal akad. 
 Dalam transaksi ini ada beberapa hal yang dicatat oleh BMT Syariah Islam 
Mandiri selaku murtahin. 
a. Pada saat awal akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka akad 
tersebut dianggap sudah sah. 
b. Pihak BMT Syariah Islam Mandiri menyerahkan sejumlah uang kepada 
Ibu X sebagai pinjaman hutangnya. Besarnya piutang yang diakui sebesar 
jumlah piutang yang diberikan kepada ibu X.  Pada saat ini BMT 
melakukan penjurnalan sebagai berikut:  
Piutang gadai ibu X Rp. 10.000.000 
              Kas         Rp. 10.000.000 
 
c. Pada saat ibu X menyerahkan barang jaminan kepada BMT dan membayar 
biaya administrasi. Pihak BMT mengakui biaya administrasi sebesar 
jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Biaya administrasi ini 
harus dibayar rahn diawal akad (dibayar dimuka). Pada saat ini BMT 
mengakui pendapatan administrasi dengan melakukan penjurnalan sebagai 
berikut: 
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Kas Rp. 10.000 
     Pendapatan biaya administrasi             Rp. 10.000 
 
Ibu X akan melakukan angsuran sebesar jumlah yang telah disepakati diawal 
akad yaitu sebesar Rp 850.000 setiap bulannya. Pada saat murtahin menerima 
angsuran maka murtahin akan mengakuinya sebagai pengurangan dari pinjaman 
yang telah diberikan kepada ibu X. Dikarenakan biaya penyimpanan juga 
dibayarkan secara angsuran maka murtahin juga akan mengakui biaya angsuran 
tersebut sebagai pendapatan sewa. Jurnal yang dibuat oleh pihak BMT Syariah 
Islam Mandiri adalah : 
Kas        Rp.850.000 
Piutang gadai ibu X   Rp. 833.333,3 
Pendapatan sewa Rp.   16.666,7 
Dibulan selanjutnya ibu X melakukan cicilan untuk yang kedua kalinya tetapi 
pada saat ini beliau hanya bisa melakukan angsuran sebesar Rp. 700.000 
dikarenakan ada kebutuhan mendesak. Maka oleh itu BMT Syariah Islam Mandiri 
melakukan penghitungan dengan mengutamakan pembayaran sewa terlebih 
dahulu. Setelah itu kelebihan uangnya diakui sebagai pengurangan pokok 
pinjaman. Jurnal yang dibuat oleh BMT Syariah Islam Mandiri adalah sebagai 
berikut: 
Kas Rp. 700.000 
 Piutang gadai ibu X   Rp. 683.333,3 
Pendapatan sewa Rp.   16.666,7 
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2. Pada saat perpanjangan pembiayaan rahn 
Pada situasi ini BMT Syariah Islam Mandiri sudah memastikan bahwa rahin 
tidak dapat melunasi hutangnya saat jatuh tempo. Ibu X meminta perpanjangan 
kepada BMT. BMT memberi perpanjangan dengan catatan bahwa harus dibuatkan 
akad baru untuk melunasi kekurangan pokok pinjaman. Tetapi untuk biaya 
penyimpanan harus dilunasi terlebih dahulu. Selain itu untuk membuat 
perpanjangan rahn Ibu X tidak boleh menambah jumlah pinjaman dari pokok 
kekurangan pinjaman sebelumnya. Biaya ujrah dihitung ulang sesuai kesepakatan 
kedua belah pihak. Jurnal yang dibuat oleh BMT adalah sebagai berikut: 
Kas Rp. 16.666,7 
Pendapatan sewa Rp.   16.666,7 
3. Pada pelunasan hutang 
Pada saat jatuh tempo yaitu pada bulan ke 12 ibu X dapat melunasi 
kekurangan hutangnya. Pihak BMT juga akan mengembalikan marhun berupa 
sertifikat tanah kepada ibu X. Pada saat pelunasan pihak BMT membuat 
penjurnalan sesuai dengan kekurangan angsuran: 
Kas        Rp.850.000 
Piutang gadai ibu X   Rp. 833.333,3 
Pendapatan sewa Rp.   16.666,7 
4. Pada saat pelelangan barang jaminan 
  Situasi ini menyebutkan bahwa ibu X benar-benar tidak bisa melunasi 
hutangnya dikarenakan usahanya bangkrut. Oleh karena itu pihak BMT Syariah 
Islam Mandiri melakukan lelang terhadap barang jaminan ibu X. Dari hasil lelang 
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tersebut barang jaminan terjual dengan nilai Rp. 21.000.000 dengan biaya 
pelelangan sebesar Rp. 100.000. Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan pelelangan 
merupakan tanggungjawab rahin. Penjurnalan yang dilakukan oleh BMT Syariah 
Islam Mandiri adalah: 
 Kas        Rp.950.000 
Piutang gadai ibu X   Rp. 833.333,3 
Pendapatan sewa Rp.   16.666,7 
Biaya lelang  Rp. 100.000 
 
4.5.2. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan dan Beban  
 Pengakuan pendapatan diakui pada saat pihak BMT menerima 
pembayaran sewa (cash basic). Penerimaan sewa dilakukan oleh rahin setiap 
bulannya bersamaan dengan pembayaran pokok pinjaman. Selain itu biaya sewa 
juga bisa dilakukan pada saat pelunasan pinjaman pada saat jatuh tempo. 
Pembayaran sewa dilakukan karena pihak rahin telah menerima manfaat dari sewa 
yang diberikan oleh murtahin. 
 Tidak adanya pengakuan dan pengukuran terhadap beban perbaikan, 
dikarenakan barang agunan yang digunakan sebagian besar hanyalah sertifikat 
tanah dan surat berharga lainnya. Jika barang yang digunakan adalah barang 
elektronik maupun kendaraan bermotor maka secara otomatis diperlukan biaya 
untuk perbaikan dan perawatan terhadap barang agunan tersebut. 
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4.5.3. Penyajian 
PSAK 107 menyatakan bahwa dalam penyajian, pendapatan ijarah 
disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya untuk 
beban amortisasi, beban penyusutan, beban perbaikan, beban pemeliharaan dan 
lain sebagainya. Hasil penelitian menyatakan bahwa BMT Syariah Islam Mandiri 
dalam mengakui pendapatannya tanpa dikurangi biaya apapun.  
Hal ini dikarenakan bahwa dalam pembiayaan ar-rahn di BMT Syriah 
Islam Mandiri sebagian besar hanya menggunakan sertifikat tanah dan BPKB. 
Sehingga kegiatan pembiayaan selama masa akad tidak menimbulkan biaya 
apapun selain biaya sewa tempat.  
 
4.5.4. Pengungkapan  
Setiap lembaga keuangan diharuskan mengungkapan semua kegiatan 
transaksi laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan 
kepada pihak pemakai informasi akuntansi. Sehingga dengan adanya 
pengungkapan yang sesuai diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan. Dalam keterkaitannya dengan pengungkapan 
BMT Syariah Islam Mandiri tidak melakukan pengungkapan transaksi rahn 
maupun ijarah dalam laporan keuangannya. 
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Tabel 4.2. 
Hasil Analisis Kesesuaian Penerapan  PSAK 107 di BMT Syariah Islam Mandiri 
Ketentuan Perlakuan 
Akuntansi 
berdasarkan PSAK 
107 
Penerapan di BMT 
Syariah Islam 
Mandiri Boyolali 
Sesuai Tidak 
sesuai 
Pengakuan dan Pengukuran  
a) Biaya 
Perolehan 
Objek Ijarah diakui 
pada saat objek ijarah 
diperoleh sebesar 
biaya perolehan. 
Biaya ijarah sama-
sama diakui sebesar 
biaya perolehan. 
Seperti yang tertera 
diatas bahwa pada 
awal akad biaya yang 
diberikan kepada ibu 
X diakui sebesar 
pinjaman yang 
diberikan kepada ibu 
X.  
Piutang gadai Rp10 jt 
     kas             Rp 10jt 
 
√ 
 
b) Pendapatan 
dan Beban 
1. Pendapatan sewa 
selama masa akad 
diakui pada saat 
manfaat atas asset 
telah diserahkan 
kepada penyewa. 
BMT Syariah Islam 
Mandiri menerima 
pendapatan sewa 
setelah marhun telah 
diserahkan. 
√ 
 
 2. Piutang 
pendapatan diukur 
pada saat nilai 
terealisasikan pada 
akhir periode 
pelaporan. 
Dalam pencatatan 
pendapatan ijarah, 
hanya nilai terealisasi 
yang didapat. √ 
 
Penyajian Pendapatan ijarah 
disajikan secara neto 
setelah dikurangi 
beban yang terkait, 
misalnya beban 
penyusutan, beban 
pemeliharaan dan 
perbaikan, dan 
sebagainya 
Pendapatan sewa 
ijarah disajikan 
berdasarkan neto 
tanpa dikurangi biaya 
pemeliharaan ataupun 
perawatan, 
dikarenakan marhun 
nya berupa sertifikat 
dan surat-surat 
berharga 
√  
  Tabel Berlanjut… 
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Ketentuan Perlakuan 
Akuntansi 
berdasarkan PSAK 
107 
Penerapan di BMT 
Syariah Islam 
Mandiri Boyolali 
Sesuai Tidak 
sesuai 
Pengungkapan Pemilik 
mengungkapkan 
dalam laporan 
keuangan terkait 
transaksi ijarah dan 
ijarah muntahiyah 
bittamlik, tetapi tidak 
terbatas pada: 
a. Penjelasan umum 
isi akad yang 
signifikan yang 
meliputi tetapi 
tidak terbatas 
pada: 
Pihak BMT Syariah 
Islam Mandiri 
Boyolali tidak 
melakukan 
pengungkapan 
tersendiri untuk   
transaksi ijarah 
maupun rahn di 
laporan keuangannya. 
Sehingga 
diperlukannya 
pengungkapan untuk 
transaksi rahn dan 
ijarah.    
 
√ 
 Keberadaan 
wa’ad pengalihan 
kepemilikan dan 
mekanisme yang 
digunakan 
  
 
 i. (Jika ada 
wa’ad 
pengalihan 
kepemilikan). 
  
 
 ii. Pembatasan-
pembatasan, 
misalnya 
ijarah-lanjut. 
   
 iii. Agunan yang 
digunakan 
(jika ada). 
b. Nilai perolehan 
dan akumulasi 
penyusutan atau 
amortisasi untuk 
setiap kelompok 
asset ijarah. 
c. Keberadaan 
transaksi jual dan 
ijarah (jika ada). 
   
 
Lanjutan tabel 4.1. 
BAB V 
PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan  
1. Akad yang dipakai dalam pembiayaan rahn di BMT Syariah Islam Mandiri ada 3 
a. Akad Qardh, berfungsi sebagai pengikat jaminan yang disediakan oleh BMT. 
b. Akad Rahn, sebagai barang berharga yang dijadikan jaminan atau agunan 
dalam peminjaman hutang. 
c. Akad ijarah, digunakan sebagai perhitungan biaya penyimpanan, biaya 
asuransi dan pemeliharaan 
2. Penerapan fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/200 tentang rahn di BMT 
Syariah Islam Mandiri secara keseluruhan sudah sesuai fatwa. Mulai dari 
pemafaatan marhun, perhitungan biaya-biaya yang ditimbulkan dari transaksi 
rahn sampai dengan pelunasan marhun semuanya sudah sesuai dengan fatwa DSN 
MUI. 
3. Sedangkan untuk kesesuaian dengan PSAK 107 secara garis besar sudah sesuai. 
Hal ini bisa dilihat dari aspek pengakuan dan pengukuran yang menyatakan bahwa 
biaya perolehan dan biaya pendapatan sudah dilakukan sesuai dengan PSAK 107. 
BMT Syariah Islam Mandiri tidak melakukan pengakuan dan pengukuran 
terhadap beban serta penyusutan dan amortisasi, dikarenakan BMT dalam 
transaksinya lebih menggunakan sertifikat dan surat berharga sebagai jaminan. 
Untuk penyajian juga sudah sesuai karena pendapatan ijarah disajikan secara neto. 
Sedangkan untuk pengungkapan BMT Syariah Islam Mandiri tidak melakukan 
pengungkapan pada laporan keuangannya. 
 
84 
 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada penelitian mengenai 
pembiayaan ar-rahn. Sedangkan aspek utama yang peneliti lakukan adalah kesesuaian 
antara fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn sebagai dasar hukumnya, 
sedangkan kesesuaian antara PSAK 107 tentang perlakuan akuntansinya.  
 
5.3. Saran-saran 
 Sebaiknya dalam pembiayaan ar-rahn BMT Syariah Islam Mandiri harus 
menyesuaikan beberapa aspek diantaranya mengenai: 
1. Dalam penyajian laporan keuangannya seharusnya pembiayaan rahn disajikan dalam 
laporan keuangan. 
2. Pada aspek pengungkapan seharusnya BMT Syariah Islam Mandiri melakukan 
pengungkapan pendapatan ijarahnya dilaporan keuangan.  
3. Laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi maka dapat dipakai oleh 
pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. 
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JADWAL PENELITIAN 
No 
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Maret    2018 
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1 Pengajuan Proposal X                        
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10 Pendaftaran Munaqasah                       X  
11 Munaqasah                        X 
12 Revisi Skripsi                        X 
 

 LAMPIRAN 03 
 
Field Note 01 
Senin, 23 oktober 2017 
Pukul 11.30 WIB 
 
Hari ini senin 23 Oktober 2017 saya melakukan survei Objek yang akan saya 
jadikan tempat penelitian. Tempat penelitian yang saya pilih adalah BMT Syariah 
Islam Mandiri yang bertempatkan Di Jalan Raya Mangun-Sambi KM 7 Desa 
Sobokerto Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah. 
Perjalanan dari kampus sampai BMT Syariah Islam Mandiri Sekitar 20 menit. 
Sesampainya disana saya langsung bertemu dengan Ibu Mia selaku Manajer di 
BMT tersebut. Setelah berbincang-bincang saya menyampaikan maksud dan tujuan 
saya datang kesana. Keinginan saya untuk melakukan observasi disambut dengan 
baik oleh beliau dan beliau menganjurkan saya untuk segera mengirim surat ijin 
penelitian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Field Note 02 
Kamis, 2 November 2017 
Pukul 13.00 
 
 Hari yang cukup panas dan agenda saya pada hari ini adalah mengantarkan 
surat izin penelitian ke BMT Syariah Islam Mandiri. Setelah satu minggu dari 
kunjungan pertama saja ke BMT tersebut ini merupakan kali kedua kunjungan 
penelitian Saya. Setelah surat izin penelitian saya buat dan sudah ditandatangani 
Dekan Fakultas saatnya surat tersebut saya sampaikan ke tempat penelitian.  
 Saya berangkat menuju tempat penelitian didampingin rekan saya. Kami 
berdua berangkat ke tempat penelitian sekitar pukul 09.30 WIB. Sesampainya 
disana saya menunggu sebentar di karenakan ibu Manajer sedang kedatangan tamu. 
Setelah menunggu sekitar 30 menit akhirnya saya dapat menemui beliau. Saya 
memberikan surat ijin penelitian tersebut dan langsung di periksa oleh beliau.  
 Beliau menyambut baik surat tersebut dan menyampaikan kepada saya 
penelitian sudah bisa dilakukan sembari menunggu surat balasan dari beliau. Selain 
itu saya juga berbincang-bincang dengan beliau mengenai produk apa saja yang ada 
di BMT tersebut. dan beliau menerangkan kepada saya mengenai produk dan akad 
tersebut. setelah selasai berbincang-bincang saya pamit untuk pulang ke kampus 
dikarenakan masih ada perkuliahan yang harus saya ikuti pada hari itu.  
 
 
 
 
 
 Field Note 03 
Jumat, 15 Desember 2017. 
Pukull 09.30 
 
 Hari ini hari ketiga saya ke BMT Syariah Islam Mandiri. Tujuan Kami kesini 
adalah untuk melakukan wawancara dengan pengurus BMT Syariah Islam Mandiri 
Boyolali. Saya berangkat dari rumah sekitar pukul 08.20 WIB dan sampai disana 
09.30 pagi.  
 Sesampainya disana saya menemui resepsionis yang berada di ruang tengah. 
Saya menyampaikan maksud dan kedatangan saya disana untuk wawancara dengan 
Pimpinan BMT. Setelah itu saya disuruh untuk menunggu sebentar untuk 
dipertemukan dengan Pimpinan BMT.  
 Pimpinan BMT tersebut adalah bapak Parjo, beliau menyambut kami dengan 
sangat ramah. Setelah berbincang-bincang dengan beliau beliau mempersilahkan 
saya untuk memulai wawancara. Wawancara kami mulai dengan mengajukan 
pertanyaan mulai dari sejarah BMT sampai inti pertanyaan. Beliau dengan antusias 
menjawab semua pertanyaan yang saya paparkan bahkan, beliau menunjukkan 
beberapa buku yang dijadikan dasar dalam akad pembiayaan rahn. Beliau 
mengizinkan saya untuk memfotocopi  dan mempelajari buku tersebut. 
 Berhubung beliau ada acara diluar akhirnya wawancara untuk sesi pertama 
kami akhiri dan wawancara dengan beliau selanjutnya akan kami lanjutnya hari 
senin depan. Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan ibu Mia yang 
merupakan manajer di BMT tersebut. Seperti pertanyaan yang saya ajukan dengan 
pertanyaan sebelumnya kepada Pimpinan BMT. Beliau menjawabnya dengan 
antusias. 
 Field Note 04 
Senin, 18 Desember 2017 
Hari ini merupakan kegiatan wawancara sesi kedua di BMT Syariah Islam 
Mandiri. Wawancara kedua ini saya agendakan untuk mendapat informasi 
tambahan mengenai BMT Syariah Islam Mandiri dari ketua BMT. Selain itu 
wawancara juga saya lanjutkan dengan bagian akuntansi dan marketing sebagai 
pelengkap data saya. Wawancara hari ini berjalan dengan lancar,  informan 
memberikan informasi secara terperinci dan mudah saya pahami. Setelah wawacara 
saya anggap cukup saya mengakhiri sesi ini dan akan kembali lagi jika nanti 
diperlukan informasi tambahan. 
 
Field Note 05 
Maret, 27 Februari 2018 
 
Kedatangan kali ini adalah untuk melakukan wawancara ulang kedua 
kalinya kepada Ibu Titin selaku bagian akuntansi. Kedatangan saya kali ini adalah 
untuk melengkapi data saya mengenai penghitungan secara detail mengenai 
transaksi pembiayaan ar-rahn. Selain itu saya juga melakukan wawancara dengan 
nasabah BMT Syariah Islam Mandiri yaitu Bapak Risky dan mbak Anik. Tujuan 
diadakannya wawancara dengan nasabah adalah untuk mengecek kevalidan 
mengenai kesesuaian fatwa dan kesesuaian pernyataan yang disampaikan oleh 
karyawan BMT Syariah Islam Mandiri. 
 
 LAMPIRAN 04 
PEDOMAN WAWANCARA  
A. Sejarah BMT dan kesesuaian fatwa DSN MUI 
1. Bagaimana gambaran umum pembiayaan Ar-Rahn yang dilakukan oleh BMT 
Syariah Islam Mandiri Boyolali? 
2. Bagaimana prosedur pembiayaan ar-Rahn di BMT Syariah Islam Mandiri? 
3. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi Rahin dalam mengajuan 
pembiayaan Ar-Rahn? 
4. Apa saja marhun yang dijadikan agunan dalam pembiayaan Ar-Rahn? 
5. Akad apa saja yang dipakai oleh BMT syariah dalam produk pegadaiannya?         
6. Biaya apa saja yang yang telah ditetapkan oleh BMT Syariah Islam Mandiri ? 
(contoh perhitungannya) 
7. Berapa lama pembiayaan dilakukan dan bagaimana sistem pelunasaannya? 
8. Apakah ada batasan-batasan mengenai pegadaian minimal dan maksimal 
pembiayaan? 
9. Rahn banyak digunakan nasabah untuk pembiayaan konsumtif atau produktif? 
Jika produksi untuk apa saja? 
10. Berapa persen proporsi pembiayaan rahn dari total pembiayaan yang ada di 
BMT? 
 
B. Perlakuan Akuntansi Pengakuan dan pengukuran. 
11. Kapan pembiayaan gadai diakui oleh pihak bank? 
(saat menerima barang, penyerahan kas, saat terjadi akad) 
12. Bagaimana pihak BMT mengukur pembiayaan gadai pada saat akad telah 
disetujui dan penerimaan barang gadai telah dilakukan? 
(sejumlah uang yg dipinjamkan, sejumlah uang yang dpinjamkan + biaya)  
Bagaimana penjurnalannya?  
13. Bagaimana pengakuan jika nasabah melakukan cicilan angsuran?                                   
(pengurangan pokok pembiayaan/ lainnya) 
14. Bagaimana pengakuan dalam pelunasan gadai syariah? 
 15. Apakah dasar dari penentuan biaya administrasi nasabah ? (pinjaman/ besarnya 
jaminan) 
16. Apakah pihak BMT Syariah Islam Mandiri memberika penjelasan secara 
terperinci mengenai biaya-biaya administrasi ke nasabah? (contoh 
penghitungan) 
17. Berapa lama jangka waktu yang diberikan BMT Syariah Mandiri kepada 
Nasabah mengenai pembiayaan gadai? 
18. Bagaimana solusi yang ditawarkan pihak BMT Syariah Islam Mandiri kepada 
Nasabah jika jatuh Tempo pelunasan sudah berakhir? (diperpanjang/ harus 
segera dilunasi? 
19. Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Syariah Islam Mandiri jika ada 
Nasabah yang tidak bisa melunasi pinjamannya?  
a. Barang agunan dilelang pihak BMT dan dipotongkan berdasarkan 
kekurangan dari angsuran? jika iya, bagaimana jika terjadi sisa penjualan? 
b. Barang di ambil pihak BMT sebagai pengganti dari kekurangan.  
 
C. Pertanyaan Umum. 
20. Sampai saat ini berapa banyak nasabah BMT Syariah Islam Mandiri? 
21. Bagaimana cara pemasaran produk gadai BMt Syariah Islam Mandiri? 
22. Bagaimana  tingkat pelunasaan nasabah dalam pelunasan gadai? 
23. faktor apa saja yang mempengaruhi kendala nasabah dalam pelunasan gadai/? 
24. Apa harapan BMT syariah Islam Mandiri mengenai produk gadai? 
 
 
 
 
 
 
 
 PEDOMAN WAWANCARA UNTUK NASABAH 
1. Identitas nasabah? 
2. Darimana Anda tau BMT Syariah Islam Mandiri? 
3. Sudah berapa lama anda mengenai BMT Syariah Islam Mandiri dan produk apa 
saja yang saudara ketahui yang terdapat di BMT Syariah Islam Mandiri? 
4. Jika Ar-Rahn apa yang anda ketahui dari pembiayaan Ar-Rahn dan apakah anda 
melakukan pembiayaan Ar-rahn? 
5. Bagaimana prosedur pembiayan Ar-rahn di BMT Syariah Islam Mandiri 
6. Apa agunan yang saudara gunakan dalam pembiayaan gadai ini dan berapa lama 
jangka waktu yang saudara ambil dalam pembiayaan gadai? 
7. Bagaimana penghitungan tarif ujroh yang dilakukan di BMT Syariah Islam 
Mandiri apakah sudah dijelaskan secara terperinci kepada Nasabah? 
8. Bagaimana cara pelunasaan pembiayaan gadai di BMT syariah Islam Mandiri? 
9. Apakah Solusi yag ditawarkan BMT Syariah Islam Mandiri jika Masa jatuh 
tempo pinjaman sudah usai? (Bagi Nasabah yang sudah transaksi lebih dari 
sekali).  
10. Jika tidak dapat melunasi pinjaman bagaimana solusi yag ditawarkan BMT 
Syariah Islam Mandiri? (Jika Lelang barang agunan Bagaimana prosedur dan 
penghitungannya). 
 
 LAMPIRAN 05 
HASIL WAWANCARA 
Narasumber : Bp Suwardjo, SE, MESy 
Jabatan : Ketua 
Hari/ Tanggal : 15 Desember 2017 
Pukul  : 10.00 WIB 
Pewawancara : Apa yang mendasari dari pengadaan produk ar-rahn di 
BMT Syariah Islam Mandiri? 
Informan : Awalnya ya karena itu mbak kalau masyarakat pinjam 
uang di bank kan bunganya besar, terus syaratnya juga 
lama, bunga kan hukumnya riba mbak… 
Pewawancara : Bagaimana gambaran umum pembiayaan Ar-Rahn yang 
dilakukan oleh BMT Syariah Islam Mandiri Boyolali? 
Informan : Rahn itu kan gadai ya mbak, jadi peminjaman uang dengan 
jaminannya. Tapi kebanyakan dari mereka itu tidak tahu 
apa itu gadai syariah. Setau mereka mereka kesini pinjam 
uang gitu aja. Lha nanti kita yang ngarahin mbak. Nanti 
peminjaman uangnya itu untuk apa kita carikan akad yang 
sesuai misalnya kalau untuk pendirian usaha kita pakai 
akad mudharabah, atau untuk peminjaman untuk kegiatan 
usahanya misalnya kita arahkan ke gadai. 
Pewawancara : Dalam pembiayaan ar-rahn akad apa yang digunakan? 
Informan : Akadnya seperti yang dibuku yang saya suruh fotocopi 
tadi, semuanya sudah jelas dan lengkap jadi bisa dipelajari 
sendiri ada qardh, ijarah dan rahn itu sendiri” 
Pewawancara : Bagaimana prosedur pembiayaan ar-rahn di BMT Syariah 
Islam Mandiri? 
Informan : “Prosedurnya kurang lebih sama kayak bank, jadi 
mengajukan pembiayaan, kita survei jika memenuhi syarat 
di ACC kalau tidak kita tolak, untuk menghindari resiko 
pengembalian”. 
 
 
 
 
 
 
 
 Narasumber : Ibu Mia 
Jabatan : Manajer 
Hari/ Tanggal : 15 Desember 2017 
Pukul  : 11.00 WIB 
Pewawancara : Apa saja marhun yang dijadikan agunan dalam pembiayaan 
Ar-Rahn? 
Informan : Sertifikat tanah, BPKB, Mebel, Barang-barang elektronik. 
Kecuali emas ya mbak. 
Pewawancara : Kenapa bu emas tidak bisa sebagai jaminan? 
Informan : Dulunya emang kita pernah menggunakan emas sebagai 
jaminan, tapi sekarang sudah tidak lagi mbak. Emas itu kan 
sebenarnya uang ya mbak, pegadaian itu kan tidak 
menggadaikan uang untuk memperoleh uang tapi 
menggadaikan barang untuk memperoleh uang jadinya kami 
memutuskan untuk tidak menggunakan emas. 
Pewawancara : Proporsi pembiayaan rahn dari total pembiayaan berapa 
persen? 
Informan : “Berapa ya sekitar 40% an ada mbak”. 
Pewawancara : Bagaimana tingkat pelunasaan nasabah dalam pelunasan 
gadai tepat waktu? 
Informan : 80% dapat melunasi tepat waktu” 
Pewawancara : Bagaimana prosedur pembiayaan Ar-Rahn di BMT Syariah 
Islam Mandiri? 
Informan : Sama ya kayak pembiayaan yang lain, nasabah datang 
kesini dengan ngumpulin syarat-syarat pembiayaan, terus 
berapa banyak pembiayaan yang diajukan, terus kita survei 
untuk ACC atau tidaknya. Bedanya kalau disini nasabah 
harus melampirkan jaminannya apa saja. 
Pewawancara : Apa dasar dari penghitungan  biaya penyimpanan? 
Informan : Pinjaman 
Pewawancara : Berapa besarnya biaya penyimpanan yang ditentukan oleh 
BMT ? 
Informan : Biaya administrasi itu untuk beli kertas, beli materai itu 
mbak, biaya penyimpanan mbak misalnya untuk 
mempermudah ya nasabah pinjam sebesar 1 juta dalam 
jangka waktu satu tahun, kita hitung biaya administrasinya 
berapa, terus biaya untuk penyimpanannya berapa dalam 
satu tahun.  
misalnya biaya administrasinya Rp 10.000 dan biaya 
penyimpanannya 2% untuk mempermudah penghitungan 
jadi ya 1.000.000  X 2% = 20.000 dalam satu tahun. 
 Pewawancara : Bagaimana tindakan yang dilakukan BMT Syariah Islam 
Mandiri jika ada Nasabah yang tidak bisa melunasi 
pinjamannya? 
Informan : “Ya kita datangi mbak, kita tanyakan alasannya kenapa 
belum bisa melunasi. Kalau bener-bener gak bisa melunasi 
barang jaminan kita lelang, dan kita potongkan 
kekurangannya selebihnya kita kembalikan”. 
Pewawancara : Sampai saat ini berapa banyak nasabah BMT Syariah Islam 
Mandiri? 
Informan : Sampai sekarang udah ada sekitar dua ribuan nasabah mbak 
 
 
Narasumber : Ibu Titin 
Jabatan : Bagian Akuntansi 
Hari/ Tanggal : 15 Desember 2017 
Pukul  : 13.00 WIB 
Pewawancara : Biaya apa saja yang telah di tetapkan oleh BMT Syariah 
Islam Mandiri ? 
Informan : Biaya administrasi, biaya penyimpanan, itu nanti disesuaikan 
dengan waktu, jumlah pembiayaan, jaminan dan kesepakatan 
dengan nasabah mbak. 
Pewawancara : Mohon dijelaskan mengenai biaya administrasi itu biaya apa 
dan biaya penyimpanan itu biaya apa ibu? 
Informan : Biaya administrasi itu untuk beli kertas, beli materai itu 
mbak, biaya penyimpanan itu untuk sewa tempat disini 
mbak. Kalau disini biasanya 2% dari total pembiayaan 
Pewawancara : Untuk perhitungannya gimana ya bu? 
Informan : Misalnya Ibu X membutuhkan uang 10 juta untuk tambahan 
modal dia datang kesini gadaikan tanah. Terus kita survei 
memenuhi syarat enggak? kalau iya kita acc, kita jelaskan 
biaya administrasi 10 ribu. Untuk biaya sewanya 10 juta 
dikali 2 persen jadi totalnya berapa gitu. Terus ibu X itu mau 
mengangsurnya berapa lama. 
Pewawancara : Transaksi ini diakui sebagai apa bu? 
Informan : Itu nanti ada beberapa pengakuan  
1. Untuk uangnya 10 juta itukan piutang 
       Piutang gadai ibu X    Rp xxx 
               Kas                               Rp 
2. Biaya administrasi 
Kas          Rp xxx 
    Pendapatan biaya administrasi Rp xxx 
untuk nominalnya nanti hitung sendiri ya mbak.  
 Pewawancara  Bagaimana kalau nasabah melakukan angsuran bu? 
Informan : ya kita lakukan penjurnalan untuk pengurangan piutang 
sama pengurangan biaya sewa. Sebenarnya kalau biaya sewa 
itu boleh dilakukan saat penulasan sih mbak. Tapi 
kebanyakan pilih untuk di angsur mbak. 
Kas        Rp… 
Piutang gadai ibu X   Rp. … 
            Pendapatan sewa Rp.   … 
Pewawancara : Misalnya angsuran nasabah itu kurang dari jumlah yang 
ditentukan itu gimana bu. 
Informan : Kalau kurang dari jumlah yang ditentukan ya kita akui dulu 
sebagai pendapatan sewa, baru setelahnya pengurangan 
pokok pinjamannya. 
Pewawancara : Kalau untuk pelunasannya gimana bu? 
Informan : Sama aja mbak untuk penjurnalannya, seperti kayak 
angsuran. cuman itukan tergantung dari berapa banyaknya 
kekuranganya. 
Pewawancara : Jika nasabah tidak bisa melunasi pinjaman pada jatuh tempo 
solusinya gimana bu? 
Informan : kita lakukan perpanjangan dengan akad baru. Tapi akad ini 
harus sesuai dengan kekuranganya tidak lebih. selain itu 
nasabh juga harus melunasi dulu kekurangan biaya sewa 
yang harus di bayar. 
Pewawancara : Jurnalnya gimana ya bu? 
Informan : Sama kayag awal akad tadi mbak. 
Pewawancara : Bagaimana solusi yang ditawarkan BMT jika nasabah tidak 
dapat melunasi hutangnya? 
Informan : Barang jaminannya kita lelang mbak. Kita bayarkan 
sejumlah kekurangan dan di tambah biaya lelang. Jika masih 
ada sisa kita kembalikan, jika kurang ya nasabah harus 
melunasinya. untuk penjurnalan kita hanya mengakui 
sejumlah kekurangnya saja. Hanya saja ada tambahan lelang. 
Kas        Rp…. 
Piutang gadai ibu X   Rp. … 
Pendapatan sewa Rp.   … 
Biaya lelang  Rp. … 
Pewawancara : Untuk penyajian laporan keuanganya itu gimana bu? 
Informan : Kan hanya mengakui sewa jadi Biaya yang ditimbulkan 
biaya administrasi dan biaya penyimpanan ya mbak. Jadi 
pendapatan kita ya dari biaya penyimpanan itu. Tidak ada 
biaya yang lain kalau administrasikan untuk keperluan 
akadnya bukan sebagai pendapatan kita. 
    Kas       Rp…. 
        Pendapatan sewa   Rp…. 
 
 
 LAMPIRAN 06 
STRUKTUR ORGANISASI  
BMT SYARIAH ISLAM MANDIRI BOYOLALI 
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1. B\{1'51ari3h Islam Mapdiri yang berkedudukan di Jl.Raya Mangu-Sambi Kecamatan
\genrplak l.l.abrrpatel Boyolali, dalam hal irri diwakili oleh :
Nama : I-lJ. MIYATIJN.
.labatarr : N4anajcr ISMT Syariah lslam Mandiri
L ntLLk selanjutrrya discbut Pihak Pertanta.
I -.." r:r--,
\: lil'P. :......
Bentnclak untuk dan atas nama sendiri sebagai anggota BMT Syariah Islanr Mandin -----
Dengan persetujuan dari : ------
i"
\
)
r
l\ama
l\o. K'i'l'
untuk selaniutnya bersanta-sama disebut sebagai Pihak Kedua.
pihall perrtar ra dan Pihak Kcdua bersanta-sartta sclaltitttnya disebut : PARA PIIL'\K'
Para pihak dengan penrth kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapurr sunggult-
sLrngguh telah memahami maksud dan isi dari ak.ad pernbiayaan ini dan sepakrtt
nrengaclakan pernbiayaan clengan disaksikan oleh para saksi yang ikut bertanda tangan
drbau,ah ini. de:ngan ketentuan clan syarat-syarat sebagai berikut : ------------
PASAL i
para plL{AK sepakat untuk nrelakukan per.lartfian pelnbial'aan akad AF:-RAl-ll\i \ailtt
berupa pembiayaan dengatr prinsip gadai atau jaminan hutang yang objek ga'dai (rrrarhLrnl)-
n1'a dipegang oieh yang ntetlrberi hutang dengan rukun sebagai berikut : ------------
1. Fihak PI:R'IAN4A sebagai MURTAI-IIN ipemberi hutang)
2. Fihalt Kedua sebagai RAFIIN (penerima hutang)
-1. Eiarang yang digadaikan (MARIILN)
-1. P'enrbial'aan gadai (MARI{UN BIH)
5. tjab Qabul yaitu mengenai ketentuan jumlah harga pokok objek yang digadaikan, jangka
*,aktu gadai. cara penrbayaran, biaya gadai, penitipan, pemeliharaan, peniagaarr.
pettaksiran dan jatuh tcmPo.
1
I
I
:
Bahu a )'1;:rit:ut
[)cl'titttut ) f.cptrtllt
PASAL 2
ketentuan rukun A R-RA[{N oleh BMT Svariah Islant Maldiri (Pihak
rurrgggt;.r 1-rcpthilyuarr (l'ilrak Kcclrra) pclaksrttlititllttyit tlctlal)gstlllS sctxrrl;ti
berikut : -----------------'
1. Pihak K.edrrLa telah rnenau,'arkan obiek gaclai kepacla pihak Pertama berupa tanalt
clcngan spesifikasi sebagai berikut : ------------sarvahiSttrut berharga
a. Sertipikal l{ak N4ilik Nontor : .. . .. '
b. Luas tauah : M2l
c. 
-[cr]etrrk h,31x{" j'
d. atas Itallla :
Selan]utnya Pihak Kedua menggadaikan Tanah sawah/Surat berharga tersebut ayat (1)
Pasal 2 lir:par1a Pihak Pertama clengan harga pokok Rp" " " ( )
PASAL 3
pi6^k kcilga scruir.r clan sangltup nrengcrlibalikarr htttang gaclai 
'l'anah sawah/Sttrat bcrhargrl
ters.:butc]aliiIttpasl'I2clariPiIrlrkKcdtraclcItganketentttatrscbagaiberikut
L Sislerri pernbayaran gaclai clcngan l<ontan/angsurzlll Sanlpai dcngan jatuh tcntpo' ----- -----
L Sistcnt pcilr[ra\ararr scbagaitnatta tcrsctrut clalattl pasirl 3 ayat (l) tcrscbr-rt tiilrlas
clilaksan;ll,arL cl,tngan.iangka waktu ( ) [l-rlan scbattya '(" i k'rli
penrba.,,'aran dengatr rillciiill scbagai berikut
a. Angsuran tarilf pol<ok I{p . . "/bularr selama "' br-rlan'
b. Angsuran tariffjasa gaciai lLp. '/bulan selama ' " "'brrlan'
-1. Batas akhir g;adai/iatuh tempo tanggal
PASAL 4
Pihak Kedua setujri dan sanggup untuk membayar biaya adrninistrasi' biay'a gadai
(penitipan. pelreliharaan. peniagaan dan penaksiran) yang <litimbulkan akibat dari akat
pembiayaan ini. Adapun biaya-biaya terscbut nreliputi : ------------
1. Biaya Adrninistrasi
2. Biaya (laciai
3. B ia1'a Notaris
4. B;ai1'a laitr-1ain
I{p. ..
Seirirrgga
hr"rkurr ini
total biaya yang harr-rs dibayar oleh I'};hak Kedua sebagai akibat dari pcrbuzrtart
aclalrrhRp.... ( "")
PASAL 5
Guna rnenjamil kepastiiur keamanan pembiayaan yang diberikan dan untuk mettun.iukan
itikacl baik, maka Pihak Keciua memberikan agunanatas pembiayaan tersebut berupa:
d. Kendaraan i BPKB
Notnor Polii;i
Atas ttama
'Ialiun prerub,uatan
Tanah
Sertipikat I'lM.No.
Atas narna
Letak tanah
Luas'f anitlt
Simpauan
N o. 13 i I iret/'[rab/ S a]iam
,\tas nanta
I
I
i
I
i
I
I
aPASAL 1O
Hukum yang tnengatur
Konsekuensi dan segala akibat hukurn dari persctu.iuan akad pembiyaan ini, kedua belah
pihak sepakat untuk memilih domisili hukurrr da.n perkara di Kantor Pcngadilan Ncgeri
Boy'oiali <lengan biaya pengadilan ditartggung oleh Pihak Kedua
PASr\L ll
Mengr:nai ketentuan lain ,vang belum termuat dalarn akad pembiayaan ini dimuat dalarrt
lampiran tcrsencliri 1,ang lidak terpisahkan dari akad pembiayaan ini. ------
PAS,'\L 12
Penutup
Perjaniian Pembiayaan ini dinyatakan mulai berlaku setelah adanya Transaksi Pentbiayaarr
seperti tersebr.rt daiam pasal 2 ayat (1) dan perjanjian ini dibtrat dengan sesungguhnya dan
ditanda-tangani tanpa paksaan dari pihak manapun.--
Semoga akan mcrludahkm scgala ikhtiar k.ita dan semoa Allah paring arran, selamat.
Iancar dan barokah.-----------
l,u IAI{. KLDt.lA
I}MT SYARIAH ISI,AM MANDII{I
PII-lAK I'lrl{'l'AMA
Pemohon Manajer
Saksi * :;aksi
N{arketing Pembukuan
 LAMPIRAN 09 
GAMBAR WAWANCARA 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Nama  : PUJI LESTARI 
Alamat : Sumberjo Rt 13/03, Galeh, Tangen, Sragen 
Hobby  : Mencoba hal-hal baru. 
Email  : Pujilestari92@yahoo.com  
  
PENDIDIKAN 
1. SD  N GALEH 1  2001-2007 
2. SMP N 2 TANGEN 2007-2010 
3. SMK N 1 SRAGEN 2010-2013 
4. IAIN SURAKARTA 2014-2018 
 
 
